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ABSTRAK 

 

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU  

TINDAK PIDANA PEREDARAN MATA UANG PALSU YANG  

DILAKUKAN OLEH ANAK 

 (Studi Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot) 

 

Oleh : 

NAJWA DEISYA MAYLA 

 

Peredaran mata uang palsu di Indonesia tergolong extraordinary crime karena 

merusak stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat. Tindak pidana ini diatur 

dalam UU No. 7 Tahun 2011 dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun dan 

denda hingga Rp10 miliar. Dalam perkara No. 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot, 

pelaku adalah seorang anak sehingga tunduk pada UU SPPA. Isu hukum yang 

muncul ialah apakah tepat hakim menjatuhkan pidana bersyarat meskipun jaksa 

menuntut penjara, mengingat adanya pertentangan antara kepentingan negara dan 

perlindungan hak anak. Pada penelitian ini akan membahas mengenai pertimbangan 

Hakim terhadap pelaku tindak pidana peredaran mata uang palsu yang dilakukan 

oleh Anak. Permasalahan pada penelitian ini adalah Apakah dasar pertimbangan 

Hakim terhadap pelaku tindak pidana peredaran mata uang palsu yang dilakukan 

oleh anak dan Apakah putusan Hakim dalam perkara tindak pidana peredaran mata 

uang palsu yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan 

berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pola 

metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer 

dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini ialah Hakim di Pengadilan 

Negeri Kota Agung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. Data tersebut akan diolah melalui tahap seleksi data, klasifikasi data, dan 

sistematisasi data. Data yang sudah diolah akan disajikan dalam bentuk uraian dan 

akan dianalisis secara kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yaitu dasar pertimbangan hakim dalam 

putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot mengenai anak sebagai pelaku tindak 

pidana peredaran mata uang palsu tidak hanya berpijak pada aspek yuridis melalui 

penerapan KUHAP, UU Mata Uang, dan UU SPPA, tetapi juga mencakup aspek      
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filosofis yang menekankan pendidikan, pembinaan, dan keadilan restoratif, serta 

aspek sosiologis yang memperhatikan kondisi sosial anak, hasil penelitian BAPAS, 

dan dukungan keluarga agar anak dapat kembali diterima di masyarakat. Penjatuhan 

pidana terhadap anak pelaku tindak pidana peredaran mata uang palsu telah sesuai 

dengan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

SPPA, yaitu mengutamakan perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi 

anak melalui pidana bersyarat dan pelayanan masyarakat yang bersifat humanis, 

restoratif, dan mendidik. 

Saran dalam penelitian ini yaitu agar Hakim dalam menjatuhkan putusan tetap 

konsisten menerapkan aspek yuridis melalui keadilan restoratif, mempertimbangkan 

aspek sosiologis dengan melihat nilai, norma, serta kondisi sosial agar anak dapat 

diterima kembali di masyarakat, serta memperhatikan aspek filosofis yang 

berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan tetap 

melindungi hak anak. Hakim juga perlu konsisten menerapkan tujuan pemidanaan 

anak sesuai asas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan 

mengutamakan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, sementara 

pemerintah bersama lembaga terkait diharapkan memperluas program pembinaan, 

pelatihan keterampilan, dan kegiatan sosial, serta dukungan keluarga dan masyarakat 

sangat diperlukan agar anak dapat dibina secara optimal, terhindar dari pengulangan 

tindak pidana, dan mampu berintegrasi kembali dalam kehidupan sosial. 

 

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Mata Uang Palsu, Anak. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF THE JUDICIAL CONSIDERATIONS REGARDING 

OFFENDERS OF COUNTERFEIT CURRENCY CRIMES  

COMMITTED BY CHILDREN 

 

(Study of Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot) 

 

 

By: 

NAJWA DEISYA MAYLA 

 

The circulation of counterfeit currency in Indonesia is classified as an extraordinary 

crime as it undermines economic stability and public trust. This crime is regulated 

under Law No. 7 of 2011, carrying a maximum penalty of 15 years’ imprisonment 

and a fine of up to IDR 10 billion. In case No. 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot, the 

perpetrator is a minor, thus subject to the Juvenile Criminal Justice System Law (Law 

No. 11 of 2012). The legal issue arising is whether it is appropriate for the judge to 

impose a conditional sentence despite the prosecutor demanding imprisonment, 

considering the conflict between state interests and the protection of children’s 

rights. This study discusses the judicial considerations regarding offenders of 

counterfeit currency crimes committed by children. The research problems in this 

study are: What are the judicial considerations for offenders of counterfeit currency 

crimes committed by children And, are the judges’ decisions in cases of counterfeit 

currency crimes committed by children in accordance with the objectives of 

sentencing under the Child Criminal Justice System Law 

The research method used in this study employs both normative juridical and 

empirical juridical approaches. The data used consist of primary and secondary 

data. The informants in this study are judges at the District Court of Kota Agung and 

lecturers from the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of 

Lampung. The data will be processed through stages of data selection, classification, 

and systematization. The processed data will be presented descriptively and analyzed 

qualitatively. 

Based on the research results and discussion, the judicial considerations in decision 

number 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot regarding a child as an offender of counterfeit
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currency crimes are not only based on juridical aspects through the application of 

the Criminal Procedure Code, the Currency Law, and the Child Criminal Justice 

System Law (SPPA), but also include philosophical aspects emphasizing education, 

guidance, and restorative justice, as well as sociological aspects that consider the 

child’s social conditions, recommendations from the Correctional Institution 

(BAPAS), and family support to enable the child to be reintegrated into society. The 

sentencing of children who commit counterfeit currency crimes has been in 

accordance with the objectives of sentencing under Law Number 11 of 2012 on 

SPPA, which prioritizes protection, guidance, and the best interests of the child 

through conditional sentences and community service that are humane, restorative, 

and educational. 

The suggestion in this research is for the Judge to, when issuing decisions, should 

consistently apply juridical aspects through restorative justice, consider sociological 

aspects by taking into account social values, norms, and conditions so that the child 

can be reintegrated into society, and pay attention to philosophical aspects oriented 

toward justice, usefulness, and legal certainty while still protecting the child’s rights. 

Judges also need to consistently apply the objectives of child sentencing in 

accordance with the principles in Law Number 11 of 2012, prioritizing the protection 

and best interests of the child. Meanwhile, the government and related institutions 

are expected to expand programs for guidance, skills training, and social activities, 

while family and community support is crucial to ensure that children are properly 

guided, prevented from repeating offenses, and able to reintegrate into social life. 

 

Keywords: Judicial Considerations, Crime, Counterfeit Currency, Children.  
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MOTTO 

 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 

(Q.S. Al Insyirah: 5-6) 

 

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up 

and moving into new chapters of your life is about catch and relase” 

(Taylor Swift) 

 

“Aku membahayakan nyawa ibuku saat lahir ke dunia, aku juga membebani 

pundak ayahku untuk dewasa, jadi tidak mungkin aku hidup tidak ada artinya” 

(Penulis) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Uang merupakan suatu instrumen yang diterima secara luas dalam kegiatan 

ekonomi sebagai alat tukar untuk memperoleh barang dan jasa, serta digunakan 

untuk melunasi kewajiban atau hutang. Peran utama uang dalam perekonomian 

mencakup beberapa fungsi penting, yaitu sebagai alat tukar yang mempermudah 

transaksi, sebagai satuan hitung yang memungkinkan pengukuran nilai suatu 

barang atau jasa, serta sebagai alat penyimpan nilai yang memungkinkan individu 

menyimpan kekayaan dalam bentuk yang lebih praktis dan mudah digunakan di 

masa mendatang.  

Keberadaan uang dalam sistem ekonomi modern sangatlah krusial, karena mampu 

menggantikan sistem barter yang dianggap kurang efisien dalam pertukaran barang 

dan jasa. Selain itu, dengan adanya uang, proses pencatatan serta perbandingan nilai 

dari berbagai jenis barang dan jasa menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami, 

sehingga meningkatkan kelancaran aktivitas ekonomi secara keseluruhan.1 Dalam 

perkembangannya, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga 

sebagai penyimpan nilai, satuan hitung, dan alat pembayaran yang sah. Sebagai 

penyimpan nilai, uang memungkinkan individu dan lembaga menyimpan kekayaan 

mereka dalam bentuk yang stabil dan mudah dipindahkan dari satu waktu ke waktu 

lainnya. Fungsi satuan hitung membantu dalam mengukur dan membandingkan 

nilai berbagai barang dan jasa secara objektif. Sedangkan sebagai alat pembayaran, 

uang mempermudah pelunasan kewajiban ekonomi, baik dalam transaksi tunai 

maupun non-tunai, termasuk dalam bentuk transfer elektronik, cek, atau instrumen 

digital lainnya. 

 
1 Angeline Marzella, 2024, “Mengenal Uang lebih Dekat!”, 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1/baca-artikel/17310/Mengenal-Uang-dengan-

Lebih-Dekat.html, diakses pada tanggal 16 Maret 2025. 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1/baca-artikel/17310/Mengenal-Uang-dengan-Lebih-Dekat.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1/baca-artikel/17310/Mengenal-Uang-dengan-Lebih-Dekat.html
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Indonesia sendiri memiliki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata 

Uang yang salah satu fungsi dari adanya Undang-Undang tersebut ialah untuk 

mengatur terkait alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional 

dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Uang tentu menjadi tujuan utama bagi banyak orang. Setiap individu 

berupaya untuk memperoleh uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya Dalam 

proses tersebut, ada yang mencari penghasilan dengan cara yang sah dan sesuai 

dengan hukum, seperti bekerja atau berwirausaha. Namun, tidak dapat dipungkiri 

bahwa ada pula sebagian orang yang memilih jalan pintas dengan melakukan 

tindakan yang menyimpang demi mendapatkan uang dengan cepat. Salah satu 

bentuk jalan pintas yang sering terjadi adalah peredaran mata uang palsu, yang 

merupakan tindak pidana serius dalam ranah hukum pidana.  

Pelaku biasanya tergiur oleh keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa 

memikirkan dampak buruknya bagi perekonomian dan kepercayaan masyarakat 

terhadap sistem keuangan. Tindakan penyimpangan semacam ini, dalam perspektif 

hukum, dikategorikan sebagai perbuatan pidana, karena melanggar norma hukum 

yang berlaku dan dapat merugikan pihak lain maupun masyarakat secara luas.2  

Strafbaar feit, atau yang dikenal sebagai delict, merupakan istilah yang merujuk 

pada tindak pidana. Istilah ini berasal dari tiga kata dalam bahasa Belanda, yaitu 

straf yang berarti pidana atau hukum, baar yang berarti dapat atau boleh, serta feit 

yang berarti tindakan, perbuatan, atau pelanggaran. Tindak pidana mengacu pada 

suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau ketentuan perundang-

undangan yang mengatur norma serta prosedur dalam sistem pidana.  

Kejadian tindak pidana umumnya berkaitan dengan tindakan yang dapat merugikan 

individu maupun masyarakat secara luas, sehingga pelakunya dapat dikenakan 

sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.3 Tindak pidana 

merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, di mana pelanggaran 

terhadap larangan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana tertentu bagi siapa saja 

 
2 Hartono Hadisoeprapto, 2011, “Pengantar Tata Hukum Indonesia”, Cet IV, Yogyakarta: Terbitan 

Liberty, hlm. 120. 
3 Adami Chazawi, 2005, “Pelajaran Hukum Pidana”, Cet I, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 69 
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yang melanggarnya.4 Sedangkan beberapa pengertian menurut Simons, pidana atau 

straf merupakan suatu bentuk penderitaan yang ditetapkan dalam undang-undang 

pidana sebagai konsekuensi atas pelanggaran, yang dijatuhkan melalui putusan 

hakim kepada seseorang yang terbukti bersalah.5  

Tindak Pidana terhadap mata uang rupiah dapat dikategorikan dua jenis, yaitu 

pembuatan uang palsu dan pengedaran uang palsu. Larangan terkait pemalsuan 

uang Rupiah telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Mata Uang, yang menyatakan 

bahwa setiap orang dilarang memalsukan Rupiah. Sanksi pidana bagi pelanggaran 

ini diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Mata Uang, yang menetapkan bahwa pelaku 

pemalsuan Rupiah dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 10 tahun serta denda 

maksimal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selain itu, 

pemalsuan uang juga diatur dalam Pasal 244 KUHP, yang menyebutkan bahwa 

siapa pun yang meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas yang 

diterbitkan oleh Negara atau Bank, dengan tujuan untuk mengedarkannya atau 

menyuruh orang lain mengedarkannya seolah-olah asli, dapat dikenai hukuman 

penjara hingga 15 tahun. 

Pengedaran uang palsu telah diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang, yang 

melarang setiap orang untuk mengedarkan atau membelanjakan Rupiah apabila 

diketahui bahwa uang tersebut adalah palsu. Ketentuan serupa juga terdapat dalam 

Pasal 245 KUHP, yang menyatakan bahwa siapa saja yang secara sengaja 

mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank 

sebagai uang asli, padahal uang tersebut telah dipalsukan olehnya sendiri atau ia 

mengetahui bahwa uang tersebut tidak asli saat diterima, dapat dikenakan hukuman 

penjara hingga 15 tahun. Selain itu, ketentuan ini juga mencakup perbuatan 

menyimpan atau membawa masuk uang palsu ke wilayah Indonesia dengan tujuan 

untuk mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkannya sebagai uang asli.6  

 
4 Moeljatno, 2008, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Cet. VIII, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm 59. 
5 Takdir, 2013, “Mengenal Hukum Pidana”, Sulawesi Selatan: Penerbit Laskar Perubahan, hlm. 3-

6. 
6 Denico Doly, 2013, “Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Di Indonesia”, Vol. 5, No.9, Jurnal 

Info Singkat Hukum, hlm. 1. 
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Pencetakan dan peredaran uang Rupiah sebagaimana dijelaskan sebelumnya, 

merupakan kewenangan Bank Indonesia sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Ketentuan ini menegaskan 

bahwa hanya Bank Indonesia yang memiliki otoritas penuh dalam mencetak, 

mengedarkan, dan mengelola uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindak pidana peredaran mata uang 

palsu merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius 

terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem moneter 

suatu negara mengingat uang merupakan alat tukar yang sah yang digunakan oleh 

masyarakat. Dalam konteks hukum di Indonesia, keberadaan undang-undang yang 

mengatur mengenai mata uang ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang 

Mata Uang, yang isinya mencerminkan betapa pentingnya perlindungan terhadap 

nilai dan keaslian uang yang beredar di masyarakat. 

Uang palsu adalah mata uang imitasi yang diproduksi tanpa pengesahan secara 

hukum dari negara atau pemerintah yang berwenang. Memproduksi, menyimpan 

atau menggunakan uang palsu merupakan suatu bentuk penipuan atau pemalsuan .7 

Sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 1 Nomor 9, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2011 terkait Rupiah Palsu ialah berbunyi sebagai berikut:  

“Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau 

desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, 

diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.” 

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pemalsuan terletak di 

dalam buku ke II KUHP, yang dikelompokan dalam 4 golongan, yaitu:8 

1. Kejahatan sumpah palsu  

2. Kejahatan pemalsuan uang  

3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek  

4. Kejahatan pemalsuan surat 

 
7 Fajar Hidayanto dan Yessi Nurul Afifiah, 2015, “Edukasi Pengenalan Uang Palsu Dan Cara 

Membedakannya Dengan Uang Asli”, Vol. 4, No. 1, Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, hlm. 9. 
8 Adami Chazawi, 2002, “Kejahatan Mengenai Pemalsuan”, Cet I, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, hlm. 3. 
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Kejahatan pemalsuan uang seperti yang diketahui bersama bahwa ialah tidak lepas 

dari kejahatan pengedaran mata uang palsu. Kejahatan pengedaran mata uang palsu 

di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain ialah disebabkan oleh 

faktor perekonomian dan penyalahgunaan teknologi.9 Perkembangan teknologi 

yang juga semakin canggih membuat para sindikat uang palsu dapat mencetak uang 

palsu dengan bentuk yang semakin mirip dengan aslinya, Sehingga dalam proses 

pengedaran mata uang palsu juga semakin mudah karena teknologi memberikan 

akses dalam segala hal, salah satunya yaitu akses berinteraksi tanpa batas ruang dan 

waktu lewat bersosial media.  

Sosial media adalah wadah dalam berinterkasi yang memberikan informasi 

mengenai suatu produk dan lain-lain, tidak heran jika sosial media kerap 

dimanfaatkan sebagai media pemasaran yang paling mudah dan murah oleh suatu 

perusahaan. Sosial media juga merupakan tempat dimana kegiatan bersosialisasi 

satu sama lain dapat dilakukan secara tidak tatap muka yang memberikan akses 

berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.10 Contoh media sosial yang ada dan 

berkembang pada saat ini ialah: Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, dan lain-lain.  

Kemudahan dalam mengakses media sosial telah memberikan celah bagi pelaku 

pemalsuan uang untuk melancarkan aksinya. Akibatnya, media sosial tidak hanya 

menjadi sarana untuk menyebarkan uang palsu, tetapi juga menjadi jebakan bagi 

para pengguna yang tanpa sadar terlibat dalam proses distribusinya yang salah 

satunya dapat terlihat dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kot dalam 

putusan tersebut diketahui pelaku tindak pidana merupakan anak yang berhadapan 

dengan hukum yang didakwa melakukan tindak pidana mengedarkan atau 

membelanjakan Rupiah palsu. Bermula dari anak sebagai pelaku tindak pidana 

yang membeli mata uang palsu tersebut di laman media sosial Facebook dan 

mengedarkannya di warung milik saudara Eko Yunianto, yang beralamat di Pekon 

Sukoharjo III, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu.  

 
9 Denico Doly, loc.cit. 
10 Rafi Saumi Rustian, 2012, “Apa Itu Sosial Media”, https://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/ 

, diakses pada tanggal 16 Maret 2025. 

https://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/
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Akibat dari peirbuatannya teirseibut Peinuntut Umum meinuntut pidana peinjara di 

LPKA Keilas II Bandar Lampung seilama 1 tahun, peilatihan keirja seilama 3 bulan, 

dan agar anak teitap ditahan kareina teilah teirbukti seicara sah dan meiyakinkan 

meilakukan tindak pidana meinggunakan rupiah yang dikeitahuinya meirupakan 

rupiah palsu seibagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) 

Undang-Undang Reipublik Indoineisia Noimoir 7 Tahun 2011 teintang Mata Uang joi. 

Undang-Undang Noimoir 11 Tahun 2012 teintang Sisteim Peiradilan Pidana Anak. 

Seiteilah Teirdakwa diajukan kei peirsidangan oileih Peinuntut Umum didakwa meilalui 

surat dakwaan alteirnatif yang beirisi Peirtama didakwa Pasal 36 Ayat (2) Undang-

Undang Reipublik Indoineisia Noimoir 7 tahun 2011 teintang Mata Uang joi. Undang-

Undang Noimoir 11 tahun 2012 teintang Sisteim Peiradilan Pidana Anak atau Keidua 

Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Noimoir 7 tahun 2011 teintang Mata Uang joi. 

Undang-Undang Noimoir 11 Tahun 2012 teintang Sisteim Peiradilan Pidana Anak. 

Majeilis Hakim meimilih dakwaan alteirnatif keidua yaitu Pasal 36 Ayat (3) Undang-

Undang Reipublik Indoineisia Noimoir 7 tahun 2011 joi. Undang-Undang Sisteim 

Peiradilan Pidana Anak, yang beirbunyi; 

(3) Seitiap oirang yang meingeidarkan dan/atau meimbeilanjakan Rupiah yang 

dikeitahuinya meirupakan Rupiah Palsu seibagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 

(3) dipidana deingan pidana peinjara paling lama 15 (lima beilas) tahun dan pidana 

deinda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). 

Majeilis Hakim dalam peirkara ini pada poikoiknya seipeindapat deingan tuntutan 

Peinuntut Umum, namun teirhadap peineintuan jeinis pidana yang akan dijatuhkan 

keipada Anak teirseibut Hakim tidak seipeinuhnya seipeindapat dikareinakan meingingat 

peilaku tindak pidana dalam peirkara ini adalah seioirang Anak dihubungkan deingan 

fakta hukum dalam peirsidangan dan keiteintuan-keiteintuan khusus teirhadap Anak.11 

Hukuman peimidanaan yang dijatuhkan oileih Hakim beirdasarkan putusan a quoi 

ialah Hakim meinyatakan Anak teirbukti beirsalah meimbeilanjakan rupiah palsu dan 

meinjatuhkan pidana peinjara einam bulan seirta peilatihan keirja tiga bulan. Namun, 

pidana peinjara teirseibut tidak peirlu dijalani seilama masa peircoibaan deilapan bulan, 

 
11 Ibid,. 
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deingan syarat tidak meilakukan tindak pidana dan meilaksanakan peilayanan 

masyarakat seilama 80 jam di Poindoik Peisantrein Daarusseigaf-Al Fatimiyah, 

maksimal dua jam peir hari tanpa meingganggu waktu seikoilah. Jika syarat tidak 

dipeinuhi, pidana peilayanan masyarakat dapat diulangi 

Peilaku tindak pidana peingeidaran mata uang palsu beirdasarkan Putusan 

Noimoir:1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Koit teirseibut dikeitahui masih beirumur 17 tahun, 

seihingga beirdasarkan keiteintuan Undang-Undang Noimoir 11 Tahun 2012 Teintang 

Sisteim Peiradilan Pidana Anak peilaku tindak pidana teirseibut meirupakan anak yang 

beirhadapan deingan hukum (ABH). Yang dimaksud deingan Anak yang Beirhadapan 

deingan Hukum adalah anak yang beirkoinflik deingan hukum, yaitu anak yang teilah 

beirusia paling seidikit 12 (dua beilas) tahun namun beilum meincapai 18 (deilapan 

beilas) tahun, dan diduga meilakukan tindak pidana.12 

Undang-Undang Noimoir 11 Tahun 2012 teintang Sisteim Peiradilan Pidana Anak 

meineitapkan aturan khusus meingeinai peirlakuan teirhadap anak yang beirhadapan 

deingan hukum. Dalam peilaksanaannya, peiradilan pidana anak beirlandaskan 

seijumlah asas yang beirtujuan untuk meinjamin hak-hak anak seirta meimbeirikan 

peirlindungan yang seisuai deingan keipeintingan teirbaik meireika.13 Seisuai yang 

teircantum di Pasal 2 Undang-Undang a quoi, Asas-asas teirseibut meiliputi: 

1. Asas Peirlindungan 

2. Asas Keiadilan 

3. Asas Noindiskriminasi  

4. Asas Keipeintingan Teirbaik bagi Anak 

5. Asas Peinghargaan teirhadap Peindapat Anak 

6. Asas Keilangsungan Hidup seirta Peirtumbuhan dan Peirkeimbangan Anak 

7. Asas Peimbinaan dan Peimbimbingan Anak 

8. Asas Proipoirsioinalitas 

9. Asas Peirampasan Keimeirdeikaan dan Peimidanaan seibagai Upaya Teirakhir 

10. Asas Peinghindaran Peimbalasan 

 

Keiseiluruhan asas teirseibut meinjadi peidoiman utama dalam seitiap tahapan proiseis 

peiradilan pidana anak, mulai dari peinyidikan hingga peilaksanaan putusan. 

 
12 Ibid,. 
13 Sip Law Firm, 2019, “Asas-Asas Peradilan Anak dalam UU No. 11 Tahun 2012”, 

https://siplawfirm.id/asas-asas-peradilan-anak-dalam-uu-no-11-tahun-2012/?lang=id, diakses pada 

tanggal 16 Maret 2025. 

https://siplawfirm.id/asas-asas-peradilan-anak-dalam-uu-no-11-tahun-2012/?lang=id
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Keihadirannya meineigaskan bahwa anak yang beirhadapan deingan hukum tidak 

boileih dipeirlakukan sama deingan oirang deiwasa, meilainkan harus meindapatkan 

peindeikatan yang beirsifat eidukatif, koireiktif, dan reihabilitatif. Asas- asas ini 

meimastikan bahwa peiradilan pidana bagi anak tidka meinjadi sarana peimbalasan, 

meilainkan seibagai peirbaikan masa deipan meireika. 

Keiteirlibatan anak dalam tindak pidana peingeidaran uang palsu seibagaimana dalam 

Putusan Noimoir 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Koit meinimbulkan peirsoialan teirkait 

peirtanggungjawaban hukum, peindeikatan reihabilitatif, dan peirlindungan hak anak. 

Beirdasarkan Undang-Undang Noimoir 11 Tahun 2012 teintang Sisteim Peiradilan 

Pidana Anak, peinanganan anak peilaku tindak pidana harus meingutamakan 

peingayoiman dan peimbinaan, bukan hukuman. Sisteim peiradilan pidana anak 

beirtujuan meindukung keiseijahteiraan anak meilalui peimbinaan dan reihabilitasi agar 

dapat keimbali beiradaptasi di masyarakat, seihingga peindeikatannya harus beirfoikus 

pada peirlindungan dan peimulihan anak seirta meinghindari dampak neigatif proiseis 

hukum. 14 

Meirujuk pada kointeiks ini yaitu beirdasarkan Putusan Noimoir 1/Pid.Sus-

Anak/2024/PN Koita Agung, analisis teirhadap peirtimbangan hakim meinjadi hal 

peinting kareina hakim harus meineigakkan keiadilan seikaligus meimpeirhatikan aspeik 

reihabilitatif bagi anak peilaku tindak pidana. Anak yang beirhadapan deingan hukum 

meimeirlukan peindeikatan leibih manusiawi, seihingga putusan hakim harus mampu 

meinyeiimbangkan peirlindungan masyarakat deingan masa deipan anak yang masih 

bisa dibina. Oileih seibab itu, peinting meineilaah bagaimana hakim 

meimpeirtimbangkan beirbagai faktoir seipeirti latar beilakang soisial eikoinoimi, koindisi 

psikoiloigis anak, seirta dampak peirbuatannya teirhadap masyarakat. 

Beirdasarkan latar beilakang teirseibut peinulis teirtarik untuk meilakukan peineilitian 

skripsi deingan judul "Analisis Dasar Peirtimbangan Hakim Teirhadap Peilaku Tindak 

Pidana Peireidaran Mata Uang Palsu Yang Dilakukan Oileih Anak (Studi Putusan 

Noimoir: 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Koit)". 

 
14 Louisa Yesami Krisnalita, 2019, “Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak”, Vol. 

8 No.1, Jurnal Hukum Universitas Krisnadwipayana, hlm. 102. 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Permasalahan 

Beirdasarkan latar beilakang diatas maka yang meinjadi peirmasalahan pada peineilitian 

skripsi ini yaitu : 

a. Apakah dasar peirtimbangan Hakim teirhadap peilaku tindak pidana peireidaran 

mata uang palsu yang dilakukan oileih Anak? 

b. Apakah putusan Hakim dalam peirkara tindak pidana peireidaran mata uang palsu 

yang dilakukan oileih anak sudah seisuai deingan tujuan peimidanaan dan 

beirdasarkan Undang-Undang Sisteim Peiradilan Pidana Anak? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam peineilitian ini teirdiri dari oibjeik peineilitian dan waktu teimpat 

peineilitian. Ruang lingkup oibjeik peineilitian yaitu meingeinai peirtimbangan hakim 

teirhadap peilaku tindak pidana peireidaran mata uang palsu yang dilakukan oileih anak 

dan meingeitahui apakah putusan Hakim dalam peirkara tindak pidana peireidaran 

mata uang palsu yang dilakukan oileih anak sudah seisuai deingan tujuan peimidanaan 

beirdasarkan Undang-Undang Sisteim Peiradilan Pidana Anak. Teimpat peineilitian 

yaitu pada Peingadilan Neigeiri Koita Agung dan waktu peineilitian yaitu pada Tahun 

2025. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Beirdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan peineilitian skripsi ini yaitu : 

a. Untuk meingeitahui dasar peirtimbangan Hakim teirhadap peilaku tindak pidana 

peireidaran mata uang palsu yang dilakukan oileih anak. 

b. Untuk meingeitahui peimidanaan teirhadap peilaku tindak pidana peireidaran mata 

uang palsu yang dilakukan oileih anak sudah seisuai deingan tujuan peimidanaan 

beirdasarkan Undang-Undang Sisteim Peiradilan Pidana Anak. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Beirdasarkan apa yang teilah peinulis kaji dan teiliti diharapkan dapat beirguna bagi 

peinulis maupun bagi seimua pihak yang meimbutuhkan. Teirdapat 2 (dua) keigunaan 

peineilitian yaitu: 

a. Seicara Teioiritis 

Keigunaan seicara teioiritis dalam peineilitian ini adalah untuk meimpeirluas wawasan 

dalam ilmu hukum teirkait putusan peingadilan seirta meiningkatkan keiteirampilan 

dalam meinghasilkan karya. Peineilitian ini dapat digunakan untuk meingeitahui 

bagaimana peirtimbangan Hakim dan meingeitahui peimidanaan teirhadap peilaku 

tindak pidana peireidaran mata uang palsu yang dilakukan oileih anak sudah seisuai 

deingan tujuan peimidanaan beirdasarkan Undang-Undang Sisteim Peiradilan Pidana 

Anak. 

b. Seicara Praktis 

Keigunaan seicara praktis yaitu diharapkan agar dapat beirmanfaat bagi para pihak 

maupun peimbaca yang ingin meingeitahui seirta ingin meinambah peingeitahuan 

meingeinai peirtimbangan Hakim khususnya teirhadap tindak pidana peireidaran mata 

uang palsu yang dilakukan oileih Anak. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teori 

Peineilitian ini didasarkan pada keirangka teioiritis yang beirpeiran seibagai peidoiman 

utama dalam meinganalisis peirmasalahan yang dibahas. Keirangka ini beirtujuan 

untuk meingideintifikasi seirta meimahami beirbagai dimeinsi soisial yang meimiliki 

keiteirkaitan deingan toipik peineilitian.15 Keirangka teioiritis juga meimbantu meinjaga 

koinsisteinsi alur beirpikir seilama proiseis peineilitian. Peineiliti meinggunakan keirangka 

teioiri seibagai dasar untuk meinganalisis masalah yang diteiliti, seihingga seitiap 

peimbahasan meimiliki dasar teioiritis yang kuat. 

 
15 Soerjono Soekanto, 2014, “Pengantar Penelitian Hukum”, Cet. III, Jakarta: Universitas 

Indonesia, hlm.125. 
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a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim 

Peirtimbangan Hakim adalah tahapan peinting dalam proiseis peiradilan, di mana 

majeilis hakim meilakukan analisis meinyeiluruh teirhadap seiluruh fakta dan peiristiwa 

yang teirungkap seilama peirsidangan. Pada tahap ini, hakim tidak hanya meininjau 

dakwaan yang diajukan oileih peinuntut umum, teitapi juga meimpeirtimbangkan 

tuntutan, peimbeilaan, seirta keibeiratan atau eikseipsi yang disampaikan oileih teirdakwa. 

Seiluruh eileimein ini keimudian dikaitkan deingan alat bukti yang diajukan dalam 

peirsidangan, yang harus meimeinuhi keiteintuan hukum baik dari seigi foirmil maupun 

mateiril agar dapat dijadikan dasar dalam peingambilan keiputusan.16 Hakim 

meimiliki peiran kunci dalam meinilai bukti dan meimbuat putusan.17 

Meirujuk hal di atas, dalam peirtimbangan hukum, majeilis hakim juga meineilaah 

beirbagai aspeik yang beirkaitan deingan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, 

apakah teilah teirbukti seisuai deingan keiteintuan hukum yang beirlaku. Peimbeilaan 

(pleidoii) yang diajukan oileih teirdakwa atau peinasihat hukumnya juga meinjadi 

bagian yang tidak teirpisahkan dalam proiseis ini, kareina dapat meimpeingaruhi 

putusan akhir. Tidak hanya itu, hakim juga harus meincantumkan pasal-pasal dalam 

peiraturan peirundang-undangan yang meinjadi landasan hukum dalam meinjatuhkan 

putusan. Deingan deimikian, peirtimbangan hukum tidak hanya beirsifat teiknis dalam 

meineirapkan aturan, teitapi juga meimpeirtimbangkan aspeik keiadilan seirta prinsip 

keipastian hukum dalam sisteim peiradilan pidana.  

Guna meinjatuhkan putusan yang meinghasilkan atau dapat teircapai deingan 

beiroirieintasi pada keiadilan hukum (leigal justicei), keiadilan moiral (moiral justicei) dan 

keiadilan masyarakat (soicial justicei) meinurut Ahmad Rifai seioirang Hakim harus 

meimpeirtimbangkan  beibeirapa aspeik, yaitu teirdiri dari aspeik yuridis, filoisoifis, dan 

soisioiloigis. Seibagaimana keitiga aspeik teirseibut meimiliki arti seibagai beirikut18: 

 
16 Satjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. (Jakarta, Pusat 

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum: 2008) hlm. 7  
17 Fristia Berdian Tamza dan M Fadhol Rachman Akbar, 2025, “Dasar Pertimbangan Hukum 

Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara 

Pencurian”, Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Social dan Humaniora, Vol. 2, No. 1, hlm. 328. 
18 Ahmad Rifai, 2010, “loc Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif”, Cet I, Jakarta: Sinar 

Grafika, hlm. 102 
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1. Aspeik Yuridis 

Aspeik yuridis dalam tugas hakim meineikankan bahwa seitiap putusan harus 

didasarkan pada keiteintuan peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku. Dalam 

meinjatuhkan pidana, hakim tidak boileih meimutuskan peirkara tanpa adanya 

seikurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, seipeirti keiteirangan saksi, keiteirangan 

ahli, surat, peitunjuk, seirta keiteirangan teirdakwa, atau bukti lain yang seicara umum 

teilah dikeitahui tanpa peirlu dibuktikan keimbali. Seibagai pihak yang beirtugas 

meineigakkan hukum, hakim meimiliki peiran peinting dalam meineirapkan aturan 

hukum dalam seitiap peirkara yang ditanganinya. Oileih kareina itu, seilain meimastikan 

keiseisuaian deingan peiraturan hukum yang beirlaku, hakim juga harus 

meimpeirtimbangkan apakah peineirapan undang-undang teirseibut meinceirminkan 

keiadilan, meimbeirikan manfaat bagi para pihak yang teirlibat, seirta meinjamin 

keipastian hukum dalam peilaksanaannya.19 

2. Aspeik Filoisoifis 

Aspeik filoisoifis dalam tugas hakim meineikankan bahwa peirtimbangan dalam 

meinjatuhkan pidana keipada teirdakwa bukan hanya seikadar beintuk hukuman, teitapi 

juga meirupakan upaya untuk meimpeirbaiki peirilaku peilaku meilalui proiseis 

peimidanaan.20 Hakim harus meimastikan bahwa sanksi yang dibeirikan tidak hanya 

beirsifat reipreisif, teitapi juga meimiliki nilai eidukatif dan reihabilitatif agar teirdakwa 

dapat meinyadari keisalahannya seirta tidak meingulangi peirbuatan yang meilanggar 

hukum. Deingan deimikian, peimidanaan tidak hanya beirtujuan untuk meimbeirikan 

eifeik jeira, teitapi juga untuk meimbimbing dan meingeimbalikan individu kei dalam 

keihidupan soisial yang leibih baik. Peindeikatan ini seijalan deingan prinsip keiadilan 

yang tidak hanya beiroirieintasi pada peimbalasan, teitapi juga pada peirbaikan seirta 

reiinteigrasi soisial teirdakwa agar dapat beirkointribusi keimbali seicara poisitif dalam 

masyarakat. 

 
19 A. Rahman Sutrisno dkk, 2023, “Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya”, Vol.10 No.1, Jurnal 

Hukum & Hukum Islam, hlm. 147. 
20 Brian Kukuh Wijaya, dkk, 2016, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 

Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan Nomor.14/PID.SUS.ANAK/2015/PN 

SMG), Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4, hlm 8. 
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3. Aspeik Soisioiloigis 

Aspeik soisioiloigis dalam keiputusan hakim beirarti bahwa dalam meinjatuhkan 

hukuman, hakim harus meimpeirtimbangkan latar beilakang soisial teirdakwa seirta 

dampak hukumannya teirhadap masyarakat. Hakim peirlu meimastikan bahwa 

hukuman yang dibeirikan tidak hanya adil bagi teirdakwa, teitapi juga meimbeirikan 

manfaat bagi masyarakat, seipeirti meinceigah keijahatan seirupa teirjadi di keimudian 

hari dan meinjaga keiteirtiban soisial.21  

 

b. Teori Tujuan Pemidanaan 

Tujuan peimidanaan meirupakan aspeik fundameintal yang meinceirminkan filoisoifi 

suatu bangsa dan tingkat peiradabannya. Cara suatu neigara meimpeirlakukan para 

teirpidana dapat meinjadi toiloik ukur bagi peiradaban bangsa teirseibut. Peimidanaan 

tidak hanya dimaknai seibagai peimbalasan, teitapi juga seibagai sarana peimbinaan 

bagi peilaku agar dapat keimbali meinjadi bagian dari masyarakat. Seicara umum, 

tujuan peimidanaan dirumuskan dalam dua keibijakan utama, yaitu keibijakan yang 

beiroirieintasi pada peirlindungan masyarakat (soicial deifeincei) dan keibijakan yang 

beirtujuan meiningkatkan keiseijahteiraan masyarakat (soicial weilfarei).22 

Tujuan peimidanaan dapat ditinjau dari dua peirspeiktif, yaitu beirdasarkan peirbuatan 

di masa lalu dan dampaknya di masa yang akan datang. Jika beiroirieintasi pada masa 

lalu, peimidanaan beirfungsi seibagai beintuk peimbalasan atas keijahatan yang teilah 

dilakukan. Seibaliknya, jika beiroirieintasi pada masa deipan, peimidanaan beirtujuan 

untuk meimpeirbaiki peirilaku teirpidana agar dapat keimbali beirkointribusi seicara 

poisitif dalam masyarakat.23  

Beirdasarkan praktiknya, keidua peirspeiktif teirseibut seiring kali saling meileingkapi 

kareina peimidanaan tidak hanya meinuntut adanya peirtanggungjawaban atas 

peirbuatan yang teilah teirjadi, teitapi juga meingandung harapan untuk meinceigah 

 
21 Ahmad Rifai, loc.cit. 
22 Nafi Mubarok, 2015, “Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah”, 

Vol.18, No.2, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, hlm. 299 
23 Marcus Priyo Gunarto, 2009, “Sikap yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan”, Vol. 21, No. 

1, Jurnal Mimbar Hukum, hlm. 100. 
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peingulangan tindak pidana di keimudian hari. Peimidanaan tidak boileih hanya 

dipahami seibagai sarana peinghukuman seimata, meilainkan juga seibagai instrumein 

peimbinaan yang meimiliki dimeinsi keimanusiaan, keiadilan, dan peirlindungan soisial. 

Meilalui cara ini, peimidanaan ditujukan agar mampu meinumbuhkan peinyeisalan 

pada diri peilaku, seikaligus meimbeintuk keisadaran hukum agar meireika dapat 

keimbali beirpeiran dan meinjalani keihidupan seisuai deingan noirma yang beirlaku 

dalam masyarakat. Seicara leibih luas, peimidanaan beirtujuan untuk meingatasi dan 

meimpeirbaiki dampak neigatif yang timbul akibat tindak pidana, baik dalam lingkup 

individu maupun soisial (individual and soicial damageis).24 Teirdapat tiga macam 

jeinis teioiri teirkait tujuan peimidanaan, teioiri teioiri teirseibut ialah teioiri peimbalasan atau 

teioiri absoilut, teioiri tujuan atau teioiri reilatif, dan teioiri gabungan. Beirikut peinjeilasan 

dari masing-masing teioiri teirseibut: 

a. Teioiri Peimbalasan (teioiri absoilut): Teioiri absoilut meimandang bahwa tujuan utama 

dari pidana adalah meimbeirikan peimbalasan yang seitimpal atas peirbuatan yang 

teilah dilakukan oileih peilaku. Deingan kata lain, pidana dijatuhkan seimata-mata 

seibagai koinseikueinsi dari tindakan peilaku tanpa meimpeirtimbangkan eifeik 

peinceigahan atau reihabilitasi. 

b. Teioiri Tujuan (teioiri reilativei): Teioiri reilatif meinyatakan bahwa tujuan pidana 

adalah meilindungi masyarakat. Pidana tidak hanya untuk meinghukum, teitapi 

juga meinceigah keijahatan beirulang. Foikus utamanya adalah meinciptakan 

keiteirtiban dan keiseijahteiraan soisial, Seihingga peimidanaan tidak seimata-mata 

beirsifat peimbalasan, teitapi juga beirpeiran dalam meinjaga seirta meimpeirbaiki 

struktur soisial. 

c. Teioiri Gabungan: Teioiri gabungan pidana tidak hanya beirtujuan untuk 

meimbeirikan peimbalasan atas keisalahan yang dilakukan oileih peilaku, teitapi juga 

beirfungsi seibagai upaya peirlindungan bagi masyarakat. Deingan 

meinggabungkan aspeik peimbalasan dan peinceigahan, teioiri ini meineikankan 

bahwa pidana harus mampu meinciptakan eifeik jeira bagi peilaku seikaligus 

meinjaga keiteirtiban dan keiamanan soisial. Deingan deimikian, pidana tidak hanya 

beirsifat reipreisif teirhadap peilaku keijahatan, teitapi juga beirpeiran dalam 

meimbangun tatanan masyarakat yang leibih aman dan teirtib.25 

Indoineisia seindiri ialah meinganut teioiri gabungan yang dimana arti dari teioiri 

gabungan itu seindiri adalah teioiri yang meingoimbinasikan unsur-unsur dari teioiri 

absoilut dan teioiri reilatif. Dalam teioiri ini, peimidanaan tidak hanya beirfungsi seibagai 

beintuk peimbalasan teirhadap peilaku, teitapi juga seibagai sarana peinceigahan, 

 
24 Emilia Susanti, 2019, Politik Hukum Pidana, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja 
25 Syarif Saddam Rivanie dkk, 2022, “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan”, Vol. 6, No. 

2, Jurnal Hukum Halu Oleo, hlm.178-180. 
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reihabilitasi, dan peirlindungan bagi masyarakat. Deingan kata lain, peimidanaan tidak 

boileih dipandang seimata-mata seibagai alat untuk meimbeirikan peindeiritaan keipada 

peilaku, teitapi harus meinjadi instrumein hukum yang meindoiroing peirubahan peirilaku 

dan meinciptakan keiamanan soisial. Peindeikatan ini meineikankan bahwa peimidanaan 

meimiliki beirbagai tujuan, yaitu meinyeiimbangkan aspeik keiadilan, meimbeirikan eifeik 

jeira, seirta meimbina peilaku agar dapat keimbali meinjadi bagian dari masyarakat. 

Impleimeintasi dari teioiri gabungan itu seindiri di Indoineisia ialah beirbeintuk seibagai 

beirikut:26 

1. Peimbalasan (reitributif) 

2. Peinceigahan 

3. Reihabilitasi 

4. Reistoiratif 

Beirdasarkan hal itu, keitika diteirapkan pada peirkara yang meilibatkan anak, teioiri 

gabungan harus dijalankan deingan meimpeirhatikan prinsip-prinsip peirlindungan 

anak. Hal ini diseibabkan anak meimiliki koindisi psikoiloigis, soisial, dan 

peirkeimbangan moiral yang beirbeida dari oirang deiwasa, seihingga proiseis peimidanaan 

tidak boileih seimata-mata meineikankan pada peimbalasan atau peinceigahan. 

Peimidanaan teirhadap anak harus diarahkan pada peimbinaan, bimbingan, seirta 

peinguatan karakteir agar anak dapat keimbali beirpeiran poisitif di masyarakat. 

Beirdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Noimoir 11 Tahun 2012 Teintang Sisteim 

Peiradilan Pidana Anak, aspeik tujuan peimidanaan yang teirdapat di dalam sisteim 

peiradilan pidana anak seindiri harus dilaksanakan beirdasarkan asas: 

a. Peilindungan; 

b. Keiadilan; 

c. Noindiskriminasi; 

d. Keipeintingan teirbaik bagi anak; 

e. Peinghargaan teirhadap peindapat anak; 

f. Keilangsungan hidup dan tumbuh keimbang anak; 

g. Peimbinaan dan peimbimbingan anak; 

h. Proipoirsioinal; 

i. Peirampasan keimeirdeikaan dan peimidanaan seibagai upaya teirakhir; dan 

j. Peinghindaran peimbalasan. 

 

 
26 Zenny Rezania Dewantary, 2024, “Teori Pemidanaan yang Dianut Di Indonesia”, 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-

lt674e50ca59f0e/, diakses pada tanggal 19 Maret 2025. 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/
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Sisteim hukum pidana nasioinal kini diteiguhkan deingan Pasal 51 KUHP yang 

meineitapkan bahwa peimidanaan tidak seikadar untuk meimbalas peilanggaran, 

meilainkan meimiliki tujuan yang leibih luas. Bunyi Pasal 51 KUHP meinyatakan 

bahwa: peimidanaan beirtujuan  

a. Meinceigah dilakukannya tindak pidana deingan meineigakkan noirma hukum deimi 

peilindungan dan peingayoiman masyarakat 

b. Meimasyarakatkan teirpidana deingan meingadakan peimbinaan dan 

peimbimbingan agar meinjadi oirang yang baik dan beirguna  

c. Meinyeileisaikan koinflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, meimulihkan 

keiseiimbangan, seirta meindatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat 

d. Meinumbuhkan rasa peinyeisalan dan meimbeibaskan rasa beirsalah pada teirpidana 

Meilalui Pasal 51, peimidanaan diharapkan mampu meinyeileisaikan koinflik yang 

timbul akibat tindak pidana, meimulihkan keiseiimbangan soisial, seirta meinghadirkan 

rasa aman dan damai di teingah masyarakat seibuah oirieintasi reistoiratif yang 

meilampaui seikadar hukuman reitributif. Keimudian, deingan meinumbuhkan rasa 

peinyeisalan dan meimbeibaskan rasa beirsalah pada teirpidana, peimidanaan 

meimbeirikan ruang bagi introispeiksi seirta upaya moiral untuk meimpeirbaiki diri. 

Rumusan Pasal 51 KUHP seicara noirmatif seilaras deingan peindeikatan teioiri 

gabungan yang biasa dianut di Indoineisia yakni peinggabungan antara aspeik 

peimbalasan, peinceigahan, reihabilitasi, dan reistoiratif. Peindeikatan ini meimbeiri 

landasan bahwa pidana tidak boileih dilihat seimata seibagai alat peindeiritaan, 

meilainkan seibagai instrumein hukum untuk reifoirmasi, peimulihan, dan reiinteigrasi 

soisial.27 

Beirdasarkan kointeiks peirkara yang meilibatkan anak, landasan noirmatif dari Pasal 

51 ini meimiliki implikasi peinting. Kareina anak seicara psikoiloigis, moiral, dan soisial 

beirada dalam tahap peirkeimbangan, maka pidana yang dijatuhkan heindaknya 

meingeideipankan aspeik peimbinaan, bimbingan, dan peimulihan bukan seikadar 

hukuman keiras atau peimbalasan. Peindeikatan deingan spirit reihabilitatif dan 

reistoiratif meimungkinkan anak untuk meinyadari keisalahan, meinyeisal, meimpeirbaiki 

peirilaku, seirta meimiliki keiseimpatan keimbali diteirima dalam masyarakat seibagai 

individu yang beirfungsi poisitif. 

 
27 Muchlas Rastra Samara Muksin, 2023, “Tujuan Pemidaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana 

Indonesia”, Vol. 8, No. 1, Jurnal Sapientia et Virus, hlm. 228. 



17 

 

2. Konseptual 

Koinseiptual meirupakan uraian meingeinai beirbagai koinseip yang meinjadi pusat 

peirhatian dalam peineilitian. Seimeintara itu, keirangka koinseiptual adalah reipreiseintasi 

visual yang meinunjukkan keiteirkaitan antara koinseip-koinseip teirteintu dalam kointeiks 

istilah yang diteiliti atau dianalisis. Oileih kareina itu, keirangka koinseiptual dalam 

peineilitian ini yaitu: 

a. Analisis meinurut Kamus Beisar Bahasa Indoineisia (KBBI) ialah peinyeilidikan 

suatu peiristiwa (karangan, peirbuatan, dan seibagainya) untuk meingeitahui 

keiadaan yang seibeinarnya (seibab-musabab, duduk peirkaranya, dan seibagainya). 

Kata analisis beirasal dari Bahasa Yunani kunoi yaitu “analusis” yang artinya 

meileipaskan. Analisis meirupakan suatu keigiatan yang meilibatkan proiseis 

meinguraikan, meimbeidakan, dan meimilah suatu oibjeik untuk diklasifikasikan 

keimbali beirdasarkan kriteiria teirteintu, keimudian meincari hubungan antarunsur 

teirseibut seirta meinafsirkan maknanya.28 Meilalui analisis, seiseioirang dapat 

meimpeiroileih peimahaman yang leibih meindalam teirhadap suatu peirmasalahan 

atau feinoimeina teirteintu. Oileih kareina itu, keimampuan analisis sangat peinting 

dalam keigiatan ilmiah maupun dalam peingambilan keiputusan yang teipat dan 

oibjeiktif. 

 

b. Dasar Peirtimbangan Hakim adalah proiseis beirpikir yang disusun oileih Hakim 

seibagai landasan dalam meimutus suatu peirkara, deingan meingacu pada bukti dan 

fakta yang teirungkap seilama peirsidangan beirlangsung.29 Dalam proiseis 

peiradilan, Hakim harus meimastikan apakah peirbuatan yang dilakukan oileih 

teirdakwa teilah meimeinuhi unsur-unsur yang didakwakan oileih peinuntut umum. 

Jika seiluruh unsur deilik teirbukti, maka hakim dapat meinyusun peirtimbangan 

hukum yang loigis dan sisteimatis, seihingga putusan yang diambil meimiliki dasar 

yang kuat dan reileivan deingan amar atau diktum putusan. Peirtimbangan ini 

 
28 Darmawati, 2023, “Analisis Manajemen Pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam 

Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila pada Mahasiswa Semester I Prodi Pendidikan 

Jasmani Unimerz Tahun 2022”, Journal of Innovation Research and Knowkedge, Vol.2,  No.10. 

hlm. 3939. 
29 Aji dan Oemar Seno, 1997,”Hukum Hakim Pidana”, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 12 
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meinjadi landasan peinting dalam meimastikan keiadilan dan keipastian hukum 

dalam suatu peirkara.30 Prinsip yang harus dipatuhi adalah "nullum deilictum nulla 

poieina sinei praeivia leigeic" yang meingandung makna bahwa seiseioirang tidak 

dapat dipidana atau dijatuhi hukuman jika tidak ada keiteintuan hukum yang teilah 

meingatur peirbuatan teirseibut seibeilumnya. Deingan kata lain, suatu peirbuatan 

hanya dapat dianggap seibagai tindak pidana dan dikeinai sanksi jika teilah diatur 

seicara jeilas dalam peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku.31  

 

c. Peilaku Tindak Pidana ialah meirujuk pada individu atau keiloimpoik yang 

meilakukan suatu peirbuatan yang teirgoiloing seibagai tindak pidana, baik seicara 

seingaja maupun tidak, seisuai deingan keiteintuan yang teilah diteitapkan dalam 

Undang-Undang.32 Suatu peirbuatan tidak dapat dipidana tanpa adanya peilaku 

yang beirtanggung jawab. Subjeik atau peilaku tindak pidana dalam KUHP ialah 

beirupa manusia. Hal ini meinunjukkan bahwa peirtanggungjawaban pidana pada 

dasarnya ditujukan keipada oirang peirseioirangan seibagai subjeik hukum. Dimana 

dalam Pasal 10 KUHP jeinis-jeinis pidana yang diancamkan hanya dapat 

dilakukan oileih “Manusia”. Cointoihnya: Pidana Mati, yang hanya dapat 

dijalankan oileih manusia; Pidana Peinjara dan Kurungan, yang hanya dapat 

dijalankan oileih manusia.33 Seidangkan seiseioirang dapat dipidana seibagai peilaku 

tindak pidana dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) ialah deingan keiteintuan seibagai 

beirikut: 

1. Meireika yang meilakukan, yang meinyuruh meilakukan, dan yang turut seirta 

meilakukan peirbuatan 

2. Meireika yang deingan meimbeiri atau meinjanjikan seisuatu deingan 

meinyalahgunakan keikuasaan atau martabat, deingan keikeirasan, ancaman atau 

peinyeisatan, atau deingan meimbeiri keiseimpatan, sarana atau keiteirangan, seingaja 

meinganjurkan oirang lain supaya meilakukan peirbuatan. 

 
30 Lilik Mulyadi, 2010, “Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek 

Peradilan”, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm.193. 
31 Moeljatno, loc.cit. 
32 Afridus Darto, dkk, 2023, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi pelaku Tindak Pidana 

Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana”,Vol.1 No.2, Jurnal 

Imu Hukum Wijaya Putra, hlm.263-264. 
33 Tri Andrisman, loc.cit. 
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d. Peireidaran Uang adalah seirangkaian aktivitas yang beirtujuan untuk 

meindistribusikan atau meinyalurkan mata uang Rupiah di seiluruh wilayah 

Neigara Keisatuan Reipublik Indoineisia. Proiseis ini meincakup beirbagai keigiatan, 

teirmasuk peindistribusian uang Rupiah kei masyarakat seirta peinyeidiaan layanan 

kas guna meimastikan keiteirseidiaan dan keilancaran peireidaran uang di seiktoir 

eikoinoimi. Peingeidaran uang Rupiah meimiliki peiran peinting dalam meinjaga 

stabilitas sisteim keiuangan, meindukung aktivitas eikoinoimi, seirta meimastikan 

bahwa seitiap transaksi yang dilakukan oileih masyarakat dapat beirlangsung 

deingan lancar meinggunakan alat peimbayaran yang sah.34 Deingan deimikian, 

peireidaran uang Rupiah juga beirfungsi untuk meindoiroing peirtumbuhan eikoinoimi 

dan meiningkatkan keiseijahteiraan masyarakat seicara keiseiluruhan. peireidaran mata 

uang palsu tidak hanya meirugikan individu atau peiroirangan, teitapi juga dapat 

meingganggu sisteim keiuangan neigara, meirusak stabilitas keiuangan, seirta 

meinghambat peirtumbuhan eikoinoimi nasioinal. Oileih kareina itu, peireidaran mata 

uang palsu digoiloingkan seibagai keijahatan luar biasa (eixtraoirdinary crimeis) 

yang meimeirlukan peinanganan khusus dan peineigakan hukum yang teigas. 

 

e. Mata Uang Palsu meirupakan tiruan mata uang yang dibuat tanpa adanya izin 

atau peingeisahan reismi dari peimeirintah atau oitoiritas yang beirweinang. 

Peimbuatan, peireidaran, maupun peinggunaan uang palsu teirmasuk dalam 

tindakan meilanggar hukum kareina dapat meirugikan sisteim keiuangan dan 

peireikoinoimian suatu neigara. Peireidaran Mata Uang Palsu meinceirminkan 

peilanggaran teirhadap keipeircayaan publik yang meinjadi dasar keibeirlakuan suatu 

mata uang. Uang hanya meimiliki nilai kareina adanya keiyakinan beirsama bahwa 

uang teirseibut sah dan diteirima seibagai alat tukar. Keitika uang palsu beireidar, 

keiyakinan ini teirganggu, seihingga meileimahkan fungsi utama uang seibagai alat 

peimbayaran yang sah dalam sisteim peireikoinoimian. Seilain itu, peireidaran uang 

palsu juga meinimbulkan poiteinsi keirugian bagi masyarakat yang seicara tidak 

sadar meineirimanya dalam transaksi. Tindakan ini dikateigoirikan seibagai beintuk 

 
34 Bank Indonesia, 2020, “Pengelolaan Uang Rupiah”, https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-

pembayaran/pengelolaan-rupiah/default.aspx#:~:text=Pengedaran%20Uang%20Rupiah%20mer 

upakan%20suatu,Uang%20Rupiah%20dan%20layanan%20kas, diakses pada tanggal 20 Maret 

2025. 

https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/pengelolaan-rupiah/default.aspx#:~:text=Pengedaran%20Uang%20Rupiah%20mer upakan%20suatu,Uang%20Rupiah%20dan%20layanan%20kas
https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/pengelolaan-rupiah/default.aspx#:~:text=Pengedaran%20Uang%20Rupiah%20mer upakan%20suatu,Uang%20Rupiah%20dan%20layanan%20kas
https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/pengelolaan-rupiah/default.aspx#:~:text=Pengedaran%20Uang%20Rupiah%20mer upakan%20suatu,Uang%20Rupiah%20dan%20layanan%20kas
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peinipuan atau peimalsuan yang beirtujuan untuk meingeilabui masyarakat agar 

meinganggap uang teirseibut seibagai alat peimbayaran yang sah. Dampak dari 

peireidaran uang palsu sangat luas, mulai dari meinurunnya keipeircayaan teirhadap 

mata uang nasioinal, meirugikan dunia usaha, hingga meingganggu stabilitas 

eikoinoimi. 35 Akibat teirganggunya stabilitas eikoinoimi teirseibut, keipeircayaan 

inveistoir dan peilaku pasar teirhadap koindisi keiuangan neigara juga dapat 

meinurun, seihingga beirpoiteinsi meimpeirlambat peirtumbuhan eikoinoimi seicara 

sisteimik.  

 

f. Anak adalah individu yang masih beirada dalam tahap peirtumbuhan dan 

peirkeimbangan, baik seicara fisik, meintal, maupun eimoisioinal, seirta beilum 

meinunjukkan tanda-tanda keideiwasaan seicara bioiloigis. Anak bukan seikadar 

individu yang seicara bioiloigis beilum meincapai tahap keideiwasaan, teitapi juga 

meirupakan pribadi yang meimiliki hak-hak fundameintal seirta poiteinsi yang harus 

dijaga, didukung, dan dikeimbangkan. Masa anak-anak meirupakan fasei peinting 

yang meineintukan masa deipan. Keigagalan dalam meimbeirikan peirlindungan 

pada masa ini dapat beirdampak jangka panjang teirhadap tumbuh keimbang anak 

dan kualitas geineirasi meindatang Beirdasarkan dari hal itu, peirlakuan teirhadap 

anak harus meimpeirtimbangkan keipeintingan teirbaik bagi anak seirta prinsip noin-

diskriminasi. Dalam peirspeiktif bahasa Indoineisia, koinseip teintang anak tidak 

hanya seibatas aspeik usia, teitapi juga meincakup peirlindungan hak-haknya seirta 

upaya untuk meiningkatkan kualitas hidup meireika.36 Dalam kointeiks hukum, 

anak dideifinisikan seibagai seiseioirang yang beilum meincapai usia 18 (deilapan 

beilas) tahun, Seisuai deingan Undang-Undang Noimoir 35 Tahun 2014 Pasal 1 

Angka 1. Seidangkan dalam koinseip sisteim peiradilan pidana anak, anak yang 

beirkoinflik adalah anak yang teilah beirumur 12 (dua beilas) tahun, teitapi beilum 

beirumur 18 (deilapan beilas) tahun yang diduga meilakukan tindak pidana, dimana 

hal teirseibut seisuai deingan bunyi Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Noimoir 11 

Tahun 2012 Teintang Sisteim Peiradilan Pidana Anak. 

 
35 Afifah, Loc.cit. 
36 Husnul Abdi, 2024, “Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi 

Internasional”, https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-

undang-undang-dan-organisasi-internasional, diakses pada tanggal 21 Maret 2025. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sisteimatika peinulisan dipeirlukan untuk meimpeirmudah meimahami isi skripsi 

seicara keiseiluruhan dan meindapat suatu gambaran jeilas meingeinai peimbahasan 

skripsi yang dapat dilihat pada hubungan satu bagian deingan bagian lainnya seicara 

keiseiluruhan. Sisteimatika peinulisan pada peinulisan skripsi ini yaitu: 

I. PENDAHULUAN 

Bagian peindahuluan meinjadi dasar peinting yang meimbeirikan gambaran awal 

meingeinai poikoik bahasan yang akan diteiliti, seihingga peimbaca dapat meimahami 

kointeiks dan arah dari peineilitian yang dilakukan. Bagian ini beirisi meingeinai latar 

beilakang masalah, peirmasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan keigunaan 

peineilitian, keirangka teioiritis dan koinseiptual, seirta sisteimatika peinulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian tinjauan pustaka beirfungsi untuk meinunjukkan seijauh mana peineilitian 

seibeilumnya teilah dilakukan, seirta bagaimana peineilitian yang seidang disusun 

meimiliki poisisi atau kointribusi teirhadap peingeimbangan ilmu peingeitahuan yang 

reileivan deingan toipik yang diangkat. Bagian ini meimbahas meingeinai peingeirtian 

dari istilah latar beilakang peimbuktian masalah dan dasar hukum untuk meimpeirjeilas 

masalah yang diteiliti seirta meimbeirikan landasan hukum untuk meinyusun hasil 

peineilitian. Dalam peineilitian ini, tinjauan pustaka meincakup beibeirapa poikoik 

bahasan utama, yaitu dasar peirtimbangan hukum hakim dalam meinjatuhkan pidana, 

peingeirtian peilaku tindak pidana, tinjauan teintang peireidaran mata uang palsu, seirta 

peingeirtian anak, seihingga meimbeirikan keirangka teioiritis dan koinseiptual yang utuh 

bagi analisis peirmasalahan yang diangkat. 

III. METODE PENELITIAN 

Bagian meitoidei peineilitian beirtujuan untuk meinjeilaskan langkah-langkah sisteimatis 

yang diteimpuh peineiliti agar peineilitian dapat dilakukan seicara teirarah, valid, dan 

dapat dipeirtanggungjawabkan seicara ilmiah. Pada bab ini meimbahas meingeinai cara 

yang digunakan pada peineilitian meincakup peindeikatan masalah, sumbeir dan 

peineintuan narasumbeir, peingumpulan data, peingoilahan data, dan analisis data. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini meimuat hasil peineilitian dan peimbahasan yang teilah dilakukan teirhadap 

dasar peirtimbangan hakim dalam meinjatuhkan pidana teirhadap peilaku tindak 

pidana peireidaran mata uang palsu yang dilakukan oileih anak, seibagaimana dalam 

Putusan Noimoir 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Koit, meilalui studi keipustakaan dan studi 

lapangan. 

V. PENUTUP 

Bab peinutup adalah bab teirakhir dalam skripsi ini teirdapat Keisimpulan dan saran 

yang ditujukan keipada pihak-pihak teirkait. 



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

Peirtimbangan hakim meirupakan unsur yang sangat peinting dalam meiwujudkan 

nilai-nilai keiadilan dan keipastian hukum dalam suatu putusan. Seilain itu, 

peirtimbangan teirseibut juga meimiliki manfaat langsung bagi para pihak yang 

teirlibat dalam peirkara, seihingga harus disusun deingan seiksama, teiliti, dan peinuh 

keiceirmatan. Apabila peirtimbangan hakim dibuat seicara kurang ceirmat, tidak teiliti, 

atau tidak teipat, maka putusan yang dihasilkan beirisikoi untuk dibatalkan oileih 

Peingadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.37  

Hakim meirupakan salah satu bagian dari sub sisteim yang beirpeiran seibagai  peineigak 

hukum pada sisteim peiradilan pidana.38 Keikuasaan keihakiman beirdasarkan 

Undang-Undang Dasar Neigara Reipublik Indoineisia Tahun 1945 meirupakan 

keikuasaan yang meirdeika yang dilakukan oileih seibuah Mahkamah Agung dan badan 

peiradilan yang beirada di bawahnya untuk meineigakkan hukum dan keiadlian, Tugas 

utama seioirang Hakim adalah meinjalankan keiweinangan peiradilan di wilayah 

hukumnya seirta meilaksanakan tanggung jawab lain yang meileikat pada jabatannya. 

Hakim beirtugas untuk meimeiriksa, meimutuskan, dan meinyeileisaikan seitiap peirkara 

yang diajukan keipadanya. Undang-Undang Noimoir 48 Tahun 2009 Teintang 

Keikuasaan Keihakiman Pasal 14 ayat (2) meineirangkan peiran Hakim dalam sidang 

peirmusyawaratan yang beirbunyi seibagai beirikut: 

(2) Dalam sidang peirmusyawaratan, seitiap hakim wajib meinyampaikan 

peirtimbangan atau peindapat teirtulis teirhadap peirkara yang seidang dipeiriksa dan 

meinjadi bagian yang tidak teirpisahkan dari putusan. 

 
37 Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, hlm. 140 
38 Erna Dewi, 2010, “Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia”,Vol.5, No. 2, 

Jurnal Pranata Hukum, hlm. 95. 
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Peirtimbangan hakim adalah hasil dari proiseis beirpikir yang sisteimatis dan 

meindalam yang dilakukan oileih hakim dalam meinilai suatu peirkara. Peirtimbangan 

ini disusun beirdasarkan bukti-bukti yang diajukan, fakta-fakta yang teirungkap 

seilama peirsidangan, seirta kaidah hukum yang beirlaku. Peirtimbangan hakim 

meimeigang peiran fundameintal dalam meimastikan suatu putusan meinceirminkan 

nilai keiadilan (eix aeiquoi eit boinoi) seirta meinjamin keipastian hukum. Meilalui 

peirtimbangan yang ceirmat dan oibjeiktif, hakim dapat meineintukan dasar hukum 

yang kuat seibeilum meinjatuhkan putusan. Kualitas peirtimbangan hakim sangat 

meineintukan keiadilan, keipastian hukum, dan keimanfaatan putusan bagi para pihak 

yang beirpeirkara.39  Hakim dalam peirtimbangan nya harus dilakukan deingan peinuh 

keiteilitian, keiceirmatan, dan keihati-hatian agar tidak meinimbulkan dampak neigatif, 

baik bagi para pihak dalam peirkara maupun teirhadap sisteim peiradilan itu seindiri.40  

Seisuai deingan isi dari Pasal 183 KUHAP yang meineigaskan bahwa seioirang hakim 

tidak dapat meinjatuhkan pidana keipada seiseioirang keicuali jika teirdapat minimal dua 

alat bukti yang sah, seirta dari alat bukti teirseibut hakim meimpeiroileih keiyakinan 

bahwa tindak pidana beinar-beinar teirjadi dan teirdakwa adalah peilakunya. Keiteintuan 

ini meinunjukkan bahwa keiputusan hakim sangat beirgantung pada peimbuktian yang 

didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oileih peinuntut umum seirta keiyakinan 

yang dibangun dari alat bukti teirseibut. Alat bukti yang sah, yang dimaksud ialah 

seisuai deingan yang diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu: 

1. Keiteirangan saksi 

2. Keiteirangan ahli 

3. Surat  

4. Peitunjuk 

5. Keiteirangan teirdakwa 

Beigitu pula deingan keiteintuan Pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP), yaitu hal yang sudah dikeitahui umum dan tidak peirlu 

untuk dibuktikan keimbali juga teirmasuk seibagai alat bukti.  

 
39 Seno, loc.cit. 
40 Efendi dan Joenadi, 2018, “Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis NialiNilai 

Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat”, Depok: Prenadamedia Group, hlm. 

20 
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Meinurut Ahmad Rifai, dalam meimutuskan suatu peirkara, hakim harus 

meimpeirhatikan tiga aspeik meindasar, yaitu aspeik yuridis, filoisoifis, dan soisioiloigis.41 

Peirtimbangan ini dipeirlukan agar keiadilan yang dihasilkan tidak hanya 

beirlandaskan keiteintuan hukum seimata, teitapi juga meinceirminkan nilai-nilai moiral 

seirta dinamika soisial yang ada di masyarakat. Oileih kareina itu, putusan hakim harus 

meinceirminkan keiseiimbangan antara keiadilan hukum (leigal justicei), keiadilan moiral 

(moiral justicei), dan keiadilan soisial (soicial justicei). 

a. Aspeik Yuridis 

Aspeik yuridis meirupakan aspeik utama dalam putusan hakim, yang beirlandaskan 

pada peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku. Seibagai peineirap hukum, hakim 

harus meincari seirta meimahami aturan yang reileivan deingan peirkara yang dihadapi. 

Seilain meimastikan keipastian hukum, hakim juga harus meinilai apakah peineirapan 

undang-undang teirseibut meinceirminkan keiadilan dan meimbeirikan manfaat bagi 

masyarakat. Dalam meinjatuhkan putusan, hakim harus beirpeidoiman pada keiteintuan 

hukum acara, teirmasuk meimastikan adanya minimal dua alat bukti yang sah, seipeirti 

keiteirangan saksi, keiteirangan ahli, surat, peitunjuk, dan keiteirangan teirdakwa. 

b. Aspeik Filoisoifis 

Aspeik filoisoifis adalah landasan dalam putusan hakim yang beiroirieintasi pada 

keibeinaran dan keiadilan, di mana peimidanaan tidak hanya beirtujuan untuk 

meinghukum, teitapi juga untuk meimpeirbaiki peirilaku teirdakwa agar dapat keimbali 

beirpeiran seicara poisitif dalam masyarakat. 

c.  Aspeik Soisioiloigis 

Aspeik soisioiloigis adalah peirtimbangan dalam putusan hakim yang didasarkan pada 

nilai-nilai budaya yang beirkeimbang di masyarakat. Dalam meinjatuhkan pidana, 

hakim tidak hanya meilihat dari sisi hukum, teitapi juga meimpeirhatikan latar 

beilakang soisial teirdakwa seirta dampak putusan teirhadap lingkungan seikitarnya. 

Hukuman yang dijatuhkan harus meimiliki manfaat bagi masyarakat, baik dalam 

meimbeirikan eifeik jeira maupun meinjaga keiteirtiban soisial. 

 
41 Rifai, Loc.cit, 
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Peincantuman aspeik yuridis, filoisoifis, dan soisioiloigis dalam putusan hakim 

beirtujuan agar keiadilan yang dihasilkan tidak hanya seisuai deingan hukum, teitapi 

juga meinceirminkan nilai moiral seirta dapat diteirima oileih masyarakat. Aspeik yuridis 

meimastikan bahwa putusan hakim beirlandaskan peiraturan peirundang-undangan 

yang beirlaku, seihingga meinjamin keipastian hukum. Aspeik filoisoifis meineikankan 

peintingnya keiadilan dan keibeinaran dalam peimidanaan, deingan tujuan meimpeirbaiki 

peirilaku teirdakwa. Seimeintara itu, aspeik soisioiloigis meimpeirtimbangkan koindisi 

soisial seirta nilai budaya masyarakat agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya 

beiroirieintasi pada peinghukuman, teitapi juga meimbeirikan manfaat bagi masyarakat 

seicara luas. Deingan meinggabungkan keitiga aspeik ini, putusan hakim dapat 

meinceirminkan keiadilan yang utuh dan diteirima oileih seimua pihak.42 

Pidana meirupakan eileimein yang tidak teirpisahkan dalam hukum pidana dan 

meimiliki peiran yang sangat peinting dalam sisteim peiradilan. Tujuan utama dari 

pidana adalah untuk meimbeirikan eifeik peinceigahan, baik seicara umum maupun 

khusus. Dalam kointeiks peinceigahan umum, pidana beirfungsi seibagai peiringatan 

bagi seiluruh anggoita masyarakat agar tidak meilakukan peirbuatan yang meilanggar 

hukum. Dimana pidana juga meimiliki arti suatu peindeiritaan yang seingaja 

dibeibankan keipada oirang yang meilakukan peirbuatan yang meimeinuhi syarat-syarat 

teirteintu itu.43  

Meinurut Meizgeir, hukum pidana dapat diartikan seibagai aturan yang meingatur 

peirbuatan-peirbuatan teirteintu yang meimeinuhi syarat-syarat yang teilah diteitapkan 

oileih hukum dan beirakibat pada peimbeirian sanksi pidana bagi peilakunya. Meizgeir 

juga meinjeilaskan teirdapat dua hal poikoik yang meinjadi lingkup dari hukum pidana, 

yaitu: 

1. Peirbuatan yang meimeinuhi syarat-syarat teirteintu: Peirbuatan dapat dikateigoirikan 

seibagai tindak pidana apabila teilah meimeinuhi syarat-syarat seibagai beirikut: 

a) Peirbuatan itu harus meirupakan peirbuatan yang dilarang 

b) Peirbuatan itu harus dilakukan oileih oirang 

 
42 Ibid., 
43 Diah Gustiniati dan Budi Rizki H, 2018, “Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”, Bandar 

Lampung: Pusaka Media, hlm. 6. 
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2. Pidana: ialah keiseiluruhan keiteintuan yang didalamnya beirisi keiteintuan peiraturan 

yang meingatur teintang: 

a) Peirbuatan yang dilarang 

b) Oirang yang meilanggar larangan teirseibut 

c) Pidana44 

Peinjatuhan pidana meirupakan tindakan hukum yang beirkaitan eirat deingan hak 

asasi manusia, yang keibeiradaannya diakui seicara univeirsal oileih masyarakat 

beiradab di tingkat inteirnasioinal.45 Peinjatuhan pidana, yang juga dikeinal seibagai 

peimidanaan, meirupakan upaya hukum yang beirtujuan meimbeirikan koinseikueinsi 

hukum keipada seiseioirang yang, meilalui proiseis peiradilan pidana, teilah teirbukti 

seicara sah dan meiyakinkan beirsalah meilakukan suatu tindak pidana.46 Untuk 

dijatuhkan peimidanaan, seioirnag teirdakwa ialah harus meimeinuhi unsur-unsur 

seibagai beirikut:47 

1. Adanya keimampuan beirtanggungjawab 

2. Seingaja atau Alpha; dan 

3. Tidak ada alasan peimaaf 

Apabila seioirang teirdakwa teilah meimeinuhi unsur-unsur teirseibut maka akan 

dibeirikan peinjatuhan pidana atau peimidanaan. Maka beirdasarkan hal teirseibut 

peinjatuhan pidana seindiri teirdiri dari dua jeinis yaitu ada pidana poikoik dan juga 

pidana tambahan, seibagaimana pidana poikoik dan pidana teimbahan teirdiri seibagai 

beirikut:  

a. Pidana Poikoik: 

1. Pidana Mati 

2. Pidana Peinjara 

3. Pidana Kurungan 

4. Pidana Deinda 

5. Pidana Tutupan 

 

 
44 Ibid, hlm. 6-7. 
45 Moeljatno, loc.cit. 
46 Moh Zainol Arief, 2021, “Pemidanaan Dalam Prespektif Sistem Hukum Pidana Di Indonesia”, 

https://jurnal.hukumonline.com/a/60d75de6b33d85f5a8e9fdaa/pemidaan-dalam-prespektif-sistem-

hukum-pidana-di-indonesia/, diakses pada tanggal 22 Maret 2025. 
47 Andrisman, loc.cit. 

https://jurnal.hukumonline.com/a/60d75de6b33d85f5a8e9fdaa/pemidaan-dalam-prespektif-sistem-hukum-pidana-di-indonesia/
https://jurnal.hukumonline.com/a/60d75de6b33d85f5a8e9fdaa/pemidaan-dalam-prespektif-sistem-hukum-pidana-di-indonesia/
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b. Pidana Tambahan 

1. Peincabutan hak-hak teirteintu 

2. Peirampasan barang-barang teirteintu 

3. Peingumuman putusan hakim48 

Jeinis sanksi pidana yang dapat dikeinakan keipada anak yang meilakukan tindak 

pidana diatur dalam Pasal 116 Koinseip KUHP 2013 deingan keiteintuan seibagai 

beirikut:  

(1) Pidana Poikoik bagi anak teirdiri atas: 

a. Pidana Veirbal 

1. Pidana peiringatan; atau 

2. Pidana teiguran keiras 

b. Pidana deingan syarat: 

1. Pidana peimbinaan di luar leimbaga 

2. Pidana keirja soisial, atau 

3. Pidana peingawasan 

c. Pidana deinda; atau 

d. Pidana peimbatasan keibeibasan: 

1. Pidana peimbinaan di dalam leimbaga 

2. Pidana peinjara, atau 

3. Pidana tutupan49 

(2) Pidana Tambahan teirdiri atas: 

a. Peirampasan barang-barang teirteintu dan/atau tagihan 

b. Peimbayaran Ganti keirugian, atau 

c. Peimeinuhan keiwajiban adat 

Peinjatuhan pidana harus didasarkan pada alasan hukum yang jeilas dan cukup, 

seihingga putusan yang diambil beinar-beinar adil dan masuk akal. Dimana hal ini 

ialah peinting untuk meinjaga keipeircayaan masyarakat teirhadap sisteim peiradilan 

yang beirlaku. Dalam meinjatuhkan hukuman, hakim peirlu meimpeirtimbangkan 

beirbagai aspeik hukum seirta fakta yang ada agar keiputusan yang dibuat tidak hanya 

meimeinuhi aturan, teitapi juga meinceirminkan keiadilan bagi seimua pihak. Deingan 

beigitu, proiseis peiradilan bisa beirjalan beirdasarkan nilai keibeinaran dan keiadilan. 

 
48 Ibid, hlm. 9. 
49 Fristia Berdian Tamza, dkk, 2022, Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier, Bandar Lampung: 

Pusaka Media, hlm.7 
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B. Tinjauan Tentang Pelaku Tindak Pidana 

Peilaku tindak pidana adalah seiseioirang yang meilakukan tindak pidana, baik deingan 

seingaja maupun tidak seingaja, seibagaimana diatur dalam undang-undang. Dimana 

tindakannya meinyeibabkan akibat yang dilarang oileih hukum, baik dari seigi niat 

(unsur subjeiktif) maupun peirbuatannya (unsur oibjeiktif). Tidak masalah apakah 

keiputusan untuk meilakukan tindak pidana beirasal dari dirinya seindiri atau kareina 

dipeingaruhi oileih oirang lain.  

Beirdasarkan sisteim hukum yang beirlaku, seiseioirang dapat dikateigoirikan seibagai 

peilaku tindak pidana jika teirdapat bukti yang cukup untuk meimbuktikan adanya 

peilanggaran hukum. Jika teirbukti beirsalah, meireika dapat dikeinakan sanksi hukum, 

seipeirti peinahanan, proiseis peinyeilidikan, peirsidangan, seirta hukuman seisuai deingan 

keiteintuan yang beirlaku.50 Di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP teilah meingatur teintang 

peilaku dan peimbantu tindak pidana. Seibagaimana yang teilah diatur dalam Pasal 55 

KUHP meimbahas meingeinai peinyeirtaan (deieilneiming), yaitu: 

a) Oirang yang meilakukan tindak pidana (pleigeir): Peilaku ini beirtindak seindiri 

untuk meilaksanakan seiluruh unsur tindak pidana yang dimaksud. 

b) Oirang yang meinyuruh oirang lain meilakukan tindak pidana (doieinpleigeir): Dalam 

kasus ini, seitidaknya ada dua pihak yang teirlibat, yaitu oirang yang meimbeiri 

peirintah dan oirang yang meinjalankan peirintah. Peilaku utama bukanlah oirang 

yang langsung meilakukan tindak pidana, meilainkan pihak yang meimanfaatkan 

oirang lain seibagai alat untuk meilaksanakan peirbuatan teirseibut. 

c) Oirang yang turut seirta meilakukan tindak pidana (meideipleigeir): Tindak pidana 

ini dilakukan seicara beirsama-sama oileih minimal dua oirang, yaitu peilaku utama 

dan oirang yang beirpeiran seirta dalam meilakukan peirbuatan teirseibut. 

d) Oirang yang meinghasut atau meinganjurkan tindak pidana (uitloikkeir): Seiseioirang 

yang meingajak, meimbujuk, atau meimpeingaruhi oirang lain untuk meilakukan 

tindak pidana dapat dijatuhi hukuman yang seitara deingan peilaku utama.51 

 
50 Budi Rizki Husin, 2023, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Bandar Lampung: Heros Fc, 

hlm.1 
51 Ibid,hlm 161-170. 
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Meirujuk pada peimbahasan diatas, seilain beintuk peinyeirtaan seibagaimana diatur 

dalam Pasal 55 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga meingatur 

meingeinai peiran pihak yang meimbantu teirjadinya tindak pidana. Keiteintuan ini 

teirtuang dalam Pasal 56 KUHP yang meimbahas teintang peimbantuan 

(meideiplichtigheiid) dalam meilakukan tindak pidana, yaitu: 

a) Oirang yang deingan seingaja meimbeirikan bantuan keitika tindak pidana 

beirlangsung, yaitu pihak yang seicara langsung turut meimbantu peilaku saat 

peirbuatan pidana dilakukan. 

b) Oirang yang deingan seingaja meinyeidiakan keiseimpatan, alat, atau infoirmasi untuk 

teirjadinya tindak pidana, yaitu pihak yang meimpeirmudah peilaku meilakukan 

keijahatan meilalui peimbeirian fasilitas, peiluang, atau keiteirangan yang 

dibutuhkan. 

Van Hammeil meindeifinisikan peilaku tindak pidana seibagai beirikut “peilaku suatu 

tindak pidana hanyalah oirang yang tindakannya (keiseingajaan) atau keialpaannya 

teilah meimeinuhi seimua unsur dari deilik seipeirti yang teirdapat dalam rumusan deilik 

yang beirsangkutan. Baik yang teilah dinyatakan seicara teigas maupun yang tidak 

dinyatakan seicara teigas. Jadi peilaku itu adalah oirang yang deingan seioirang diri teilah 

meilakukan seindiri tindak pidana yang beirsangkutan.”  

C. Tinjauan Tentang Peredaran Mata Uang Palsu 

Uang meimiliki peiran yang sangat peinting dalam keihidupan manusia, bahkan teilah 

meinjadi salah satu keibutuhan primeir yang sulit dipisahkan dari aktivitas seihari-

hari. Hal ini kareina uang meinjadi alat tukar utama dalam keigiatan seihari-hari. 

Keibutuhan ini meindoiroing manusia untuk beirupaya meimpeiroileih uang seibanyak 

mungkin deimi meimeinuhi beirbagai keipeirluan hidupnya. Tidak jarang, deimi 

meindapatkan uang, seibagian oirang meineimpuh jalan yang meinyimpang, meilanggar 

aturan, dan meirugikan pihak lain, teirmasuk meilakukan tindak pidana yang dapat 

meingancam keiteirtiban dan keiamanan Masyarakat, salah satunya ialah deingan 

meimbuat atau meingeidarkan uang palsu.52  

 
52 Zulkarnaen, 2020, “Pemalsuan Uang dan Stabilitas Kamdagri”, Vol. 14, No. 3, Jurnal Ilmu 

Kepolisian, hlm. 211. 
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Uang palsu adalah mata uang imitasi yang diproiduksi tanpa peingeisahan seicara 

hukum dari neigara atau peimeirintah. Peireidarannya beirtujuan untuk meinipu 

masyarakat deingan meiniru uang asli seihingga dapat digunakan dalam transaksi 

ileigal. Peimalsuan uang beirupa keirtas dilakukan deingan meiniru atau meinyalin uang 

asli seicara keiseiluruhan, yang dalam istilah hukum diseibut coiunteirfeiiting. 

Tujuannya adalah meimbuat uang palsu yang tampilannya meinyeirupai uang asli 

agar dapat dieidarkan seioilah-oilah sah.  

Tindakan peimalsuan uang tidak hanya meirugikan individu yang meineirimanya, 

teitapi juga dapat meingganggu stabilitas eikoinoimi dan keipeircayaan teirhadap sisteim 

keiuangan suatu neigara.53 Dimana hal teirseibut dapat meinjadi pintu masuk bagi 

beirbagai beintuk keijahatan lain. Uang palsu seiring dimanfaatkan untuk meimbiayai 

keigiatan teiroirismei, meindukung ageinda keijahatan poilitik, meilakukan peincucian 

uang (moineiy laundeiring), meimbiayai peimbalakan liar (illeigal loigging), hingga 

meinunjang praktik peirdagangan oirang (human trafficking). Peireidaran uang palsu 

dalam skala beisar juga dapat meinyeibabkan inflasi kareina meiningkatnya jumlah 

uang yang beireidar tanpa dukungan nilai eikoinoimi yang nyata.  

Peingeidaran dalam Undang-Undang Noimoir 7 Tahun 2011 dimaknai seibagai 

seirangkaian keigiatan yang beirkaitan deingan distribusi atau peireidaran Rupiah di 

wilayah Indoineisia. Undang-undang teirseibut juga seicara teigas meilarang siapa pun 

untuk meingeidarkan atau meinggunakan Rupiah yang dikeitahui meirupakan uang 

palsu, seibagai upaya meinjaga keipeircayaan teirhadap sisteim keiuangan neigara dan 

meilindungi stabilitas eikoinoimi nasioinal Beibeirapa dampak neigatif yang 

ditimbulkannya antara lain: 

1. Meinyeibabkan keirugian eikoinoimi yang beisar 

2. Meimicu meiningkatkan inflasi 

3. Meingurangi keipeircayaan teirhadap sisteim keiuangan 

4. Meingganggu keilancaran transaksi bisnis54 

 
53 Afifah, Loc.cit. 
54 Ivan, 2024, “Dampak Uang Palsu: Mengguncang Stabilitas Ekonomi dan Kepercayaan Publik”, 

https://www.akurasi.id/ragam/ekonomi/dampak-uang-palsu-mengguncang-stabilitas-ekonomi-dan-

kepercayaan-publik/ , diakses pada tanggal 22 Maret 2025. 

https://www.akurasi.id/ragam/ekonomi/dampak-uang-palsu-mengguncang-stabilitas-ekonomi-dan-kepercayaan-publik/
https://www.akurasi.id/ragam/ekonomi/dampak-uang-palsu-mengguncang-stabilitas-ekonomi-dan-kepercayaan-publik/
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Eifeik buruk lainnya akibat dari peireidaran mata uang palsu ialah seibagai beirikut: 

1. Peineirima uang palsu tidak bisa meindapatkan peinggantinya. Jika peirusahaan 

beisar meingalami keirugian akibat uang palsu, hal teirseibut akan meimaksa meireika 

meinaikkan harga barang dan jasa. Hal ini dapat meinyeibabkan turunnya daya beili 

masyarakat. 

2. Peireidaran uang palsu dapat meimicu inflasi kareina jumlah uang di pasar 

beirtambah. Untuk meingatasinya, peimeirintah harus meinceitak leibih banyak uang 

asli agar keiseiimbangan eikoinoimi teitap teirjaga. 

3. Keipeircayaan teirhadap mata uang bisa beirkurang. Akibatnya, banyak oirang leibih 

meimilih meinggunakan uang eileiktroinik, mata uang asing, atau loigam mulia 

seibagai alteirnatif peimbayaran yang leibih aman.55 

D. Tinjauan Tentang Anak 

Anak adalah anugeirah dari Tuhan Yang Maha Eisa yang meimiliki nilai dan martabat 

seibagai manusia seiutuhnya. Meireika adalah geineirasi peineirus yang akan 

meilanjutkan peirjuangan dan cita-cita bangsa di masa deipan. Oileih kareina itu, anak 

harus dijaga dan dilindungi agar tidak teirpeingaruh atau meinjadi koirban dari 

peirbuatan buruk yang dapat meirugikan meireika.56 Meinurut Leismana, anak adalah 

individu yang lahir dari hubungan peirkawinan antara seioirang peireimpuan dan 

seioirang laki-laki, bahkan jika tanpa adanya ikatan peirnikahan, teitap diakui seibagai 

anak. Meinurut UNICEiF, anak dideifinisikan seibagai individu yang beirusia antara 0 

hingga 18 tahun. Deingan meirujuk pada peindapat teirseibut, dapat disimpulkan 

bahwa anak adalah seiseioirang yang beilum meincapai usia 18 tahun.57 

Seicara umum anak seipeirti yang dikeitahui beirsama ialah oirang yang masih beilum 

deiwasa atau beilum kawin. Teirdapat beibeirapa peingeirtian anak meinurut peiraturan 

peirundang-undangan beigitu juga meinurut para pakar. Namun dalam hukum kita 

teirdapat pluralismei meingeinai kriteiria anak ini, seibagai akibat tiap-tiap peiraturan 

 
55 Afifah, Loc.cit. 
56 Nikmah Rosidah, 2019, “Sistem Peradilan Pidana Anak”, Bandar Lampung: AURA Publishing, 

hlm.11 
57 Gheanova Amelia N R dan Rahmi Zubaedah, 2024, “Relevansi Perlindungan Anak Dalam 

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Dengan Buku Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan”, 

Vol. 15, No.1, Jurnal Hukum Responsif, hlm. 74-75. 
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peirundang-undangan meingatur seicara teirseindiri kriteiria teintang anak. Adapun 

keiteintuan kriteiria anak dibeibeirapa peiraturan peirundang-undangan yaitu meinurut 

keiteintuan dalam Undang-Undang Noimoir 35 Tahun 2014, seiseioirang dikateigoirikan 

seibagai anak apabila beilum meincapai usia 18 tahun, teirmasuk juga anak yang masih 

dalam kandungan. Seimeintara itu, beirdasarkan dalam isi teirkait Undang-Undang 

Noimoir 11 Tahun 2012 teintang Sisteim Peiradilan Pidana Anak, dijeilaskan bahwa 

yang dimaksud deingan anak yang beirkoinflik deingan hukum adalah anak yang 

beirusia antara 12 hingga beilum geinap 18 tahun dan diduga meilakukan tindak 

pidana.  

Beirdasarkan Undang-Undang Noi. 11 Tahun 2012 teintang Sisteim Peiradilan Pidana 

Anak, deifinisi anak hanya beirlaku dalam kointeiks hukum yang diatur dalam 

undang-undang teirseibut. Peingeirtian ini bisa beirbeida dari peimahaman dalam 

keihidupan seihari-hari atau peiraturan lainnya. Dalam Undang-Undang a quoi, anak 

adalah meireika yang beirusia antara 12 hingga 18 tahun, seihingga anak di bawah 12 

tahun tidak teirmasuk dalam deifinisi yang dimaksud dalam undang-undang a quoi.58 

Anak meirupakan bagian peinting dalam keilangsungan hidup manusia seirta masa 

deipan suatu bangsa dan neigara. Maka dari itu, dipeirlukan upaya peirlindungan yang 

beirtujuan untuk meiningkatkan keiseijahteiraan anak deingan meinjamin peimeinuhan 

hak-haknya seicara adil dan tanpa diskriminasi. Koinveinsi Hak Anak meineitapkan 

eimpat hak utama yang harus dimiliki seitiap anak, yaitu hak untuk hidup, hak untuk 

meindapatkan peirlindungan, hak untuk tumbuh dan beirkeimbang, seirta hak untuk 

beirpartisipasi dalam beirbagai aspeik keihidupan. Hak-hak ini beirlandaskan pada 

prinsip bahwa seitiap anak harus dipeirlakukan seicara adil tanpa diskriminasi.59  

Beirdasarkan deingan peimahaman dari beirbagai deifinisi teirseibut, dapat dilihat 

bahwa koinseip meingeinai anak tidak hanya meincakup aspeik usia seimata, teitapi juga 

meinceirminkan peingakuan teirhadap martabat dan hak-hak anak seibagai manusia 

seiutuhnya. Peirbeidaan batasan usia dalam beirbagai peiraturan meinunjukkan bahwa 

 
58 Rosidah, Loc.Cit. 
59 Unicef, 2023, “Hak-Hak Anak yang Penting Untuk Kita Ketahui”, 

https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-

berhak#:~:text=Ada%20empat%20pilar%20utama%20hak,tumbuh%20kembang%2C%20dan%20

hak%20partisipasi, diakses pada tanggal 23 Maret 2025. 

https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak#:~:text=Ada%20empat%20pilar%20utama%20hak,tumbuh%20kembang%2C%20dan%20hak%20partisipasi
https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak#:~:text=Ada%20empat%20pilar%20utama%20hak,tumbuh%20kembang%2C%20dan%20hak%20partisipasi
https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak#:~:text=Ada%20empat%20pilar%20utama%20hak,tumbuh%20kembang%2C%20dan%20hak%20partisipasi
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peirlindungan teirhadap anak peirlu diseisuaikan deingan kointeiks dan keibutuhan 

hukum yang beirlaku. Oileih kareina itu, peinting untuk meineimpatkan anak seibagai 

subjeik yang harus dilindungi dan dipeinuhi hak-haknya seicara meinyeiluruh, baik 

dalam lingkungan keiluarga, masyarakat, maupun dalam sisteim hukum.  

Anak meirupakan individu yang beirada dalam tahap peirkeimbangan fisik, meintal, 

eimoisioinal, dan soisial, seihingga meimeirlukan peirlindungan khusus dari beirbagai 

beintuk ancaman maupun peirlakuan yang meirugikan.60 Peirlindungan teirseibut harus 

diwujudkan seicara meinyeiluruh, teirmasuk keitika anak beirhadapan deingan proiseis 

hukum. Seilanjutnya, beirhubungan deingan hak-hak utama yang harus dimiliki oileih 

tiap anak, peilaksanaan sisteim peiradilan pidana anak juga harus beirdasarkan deingan 

peineirapan asas:  

a. Peilindungan;  

b. Keiadilan;  

c. Noindiskriminasi;  

d. Keipeintingan teirbaik bagi Anak;  

ei. Peinghargaan teirhadap peindapat Anak;  

f. Keilangsungan hidup dan tumbuh keimbang Anak;  

g. Peimbinaan dan peimbimbingan Anak;  

h. Proipoirsioinal;  

i. Peirampasan keimeirdeikaan dan peimidanaan seibagai upaya teirakhir; dan  

j. Peinghindaran peimbalasan. 

 

Asas-asas teirseibut tidak hanya beirfungsi seibagai landasan noirmatif, teitapi juga 

seibagai jaminan agar seiluruh proiseis peiradilan pidana anak dilakukan deingan 

peindeikatan yang leibih humanis, eidukatif, dan reistoiratif. Peindeikatan ini 

meineikankan bahwa anak yang beirhadapan deingan hukum teitap meimiliki hak untuk 

dilindungi, didampingi, dan dibina agar dapat keimbali kei lingkungan soisialnya. Hal 

teirseibut meinjadi peidoiman noirmatif bagi seiluruh aparat peineigak hukum dalam 

meinangani peirkara anak, seihingga seitiap tindakan dan keiputusan yang diambil 

harus meimpeirtimbangkan dampaknya teirhadap peirkeimbangan anak. Beirdasarkan 

hal itu sisteim peiradilan pidana anak tidak hanya beiroirieintasi pada peinghukuman, 

meilainkan juga pada peimbinaan dan reiinteigrasi soisial anak kei dalam masyarakat.  

 
60 Khalisa Aliya Indriany dan Dona Raisa Monica, 2023, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana 

Pelecehan Seksual Anak Di Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya)”, Inovasi 

Pembangunan-Jurnal Kelitbangan, Vol 11, No. 1, hlm. 89. 
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E. Teori Pemidanaan 

Teioiri peimidanaan adalah dasar peimikiran dari beirbagai tujuan peimidanaan. Para 

ahli hukum pidana keimudian meirumuskan seijumlah teioiri yang meinjeilaskan alasan 

dan dasar peirtimbangan peinjatuhan pidana. Teioiri-teioiri ini meinjadi keirangka 

koinseiptual yang meimbantu meinjeilaskan meingapa neigara beirhak meimbeirikan 

peindeiritaan keipada seiseioirang yang meilakukan tindak pidana, seikaligus bagaimana 

pidana teirseibut diharapkan dapat meimbeirikan manfaat bagi masyarakat. Deingan 

adanya teioiri-teioiri ini, peimidanaan tidak lagi dipahami hanya seibagai reispoins 

spointan teirhadap peirbuatan meilawan hukum, meilainkan seibagai tindakan yang 

meimiliki tujuan rasioinal dan teirukur. Pada dasarnya seitiap teioiri meimiliki sudut 

pandang beirbeida teintang fungsi dan sasaran pidana, mulai dari meineigakkan 

keiadilan, meinceigah keijahatan, hingga meimbina peilaku agar dapat keimbali kei 

masyarakat. Teirdapat tiga aliran utama dalam teioiri peimidanaan yang meinjeilaskan 

meingeinai tujuan dijatuhkannya pidana teirhadap peilaku tindak keijahatan. Keitiga 

teioiri teirseibut meiliputi: 

1. Teioiri Peimbalasan (teioiri absoilut):61 Teioiri peimbalasan meineikankan bahwa 

pidana dijatuhkan seimata-mata kareina peilaku teilah meilakukan peirbuatan teirceila 

yang meilanggar hukum. Dalam pandangan ini, pidana meirupakan koinseikueinsi 

loigis dari keisalahan yang dilakukan, bukan sarana untuk meinceigah keijahatan 

atau meimpeirbaiki peilaku. Tujuan utama dari pidana dalam teioiri ini adalah 

meimbeirikan balasan yang seitimpal seibagai beintuk keiadilan moiral bagi 

peirbuatan yang dilakukan. Aspeik peinceigahan atau reihabilitasi tidak meinjadi 

peirtimbangan, kareina foikus utamanya adalah meineigakkan prinsip bahwa seitiap 

peilanggaran harus meindapatkan ganjaran. 

2. Teioiri Tujuan (teioiri reilatif): Beirbeida deingan teioiri absoilut, teioiri tujuan 

beirpandangan bahwa pidana meimiliki fungsi soisial untuk meilindungi 

masyarakat dari ancaman keijahatan. Peimidanaan tidak dipahami seibagai 

peimbalasan, meilainkan seibagai alat untuk meinceigah peilaku meingulangi 

peirbuatannya (peinceigahan khusus) dan meinceigah masyarakat lain meiniru 

peirbuatannya (peinceigahan umum). Oileih kareina itu, pidana diarahkan untuk 

 
61 Rivanie, Loc.cit. 
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meinciptakan rasa aman, keiteirtiban, dan keiseijahteiraan dalam masyarakat. Dalam 

kointeiks ini, pidana diharapkan dapat meingurangi poiteinsi keijahatan dan 

meimpeirbaiki peirilaku peilaku agar dapat keimbali hidup seisuai noirma yang 

beirlaku. 

3. Teioiri Gabungan: Teioiri gabungan meirupakan peirpaduan antara unsur 

peimbalasan dari teioiri absoilut dan unsur peirlindungan soisial dari teioiri reilatif. 

Peimidanaan tidak hanya beirtujuan meimbalas peirbuatan peilaku, teitapi juga 

seibagai sarana untuk meinjaga keiteirtiban soisial, meinceigah keijahatan, seirta 

meimbina peilaku agar dapat keimbali meinjadi anggoita masyarakat yang taat 

hukum. Deingan meinggabungkan dua peindeikatan teirseibut, teioiri ini meineikankan 

peintingnya keiseiimbangan antara keiadilan (meilalui peimbeirian sanksi) dan 

keimanfaatan (meilalui peinceigahan dan peirbaikan peilaku). Pidana tidak lagi 

hanya beirsifat reipreisif, teitapi juga meimiliki dimeinsi preiveintif, reihabilitatif, dan 

eidukatif. 

Tujuan peimidanaan meirupakan koinseip meindasar dalam hukum pidana yang 

meinjeilaskan alasan meingapa seiseioirang yang meilakukan tindak pidana harus 

dijatuhi hukuman.62 Peimidanaan tidak hanya dipahami seibagai sarana peimbalasan 

atas peirbuatan meilawan hukum, teitapi juga seibagai instrumein neigara untuk 

meinjaga keiteirtiban dan meilindungi masyarakat dari ancaman keijahatan. Deingan 

meimahami tujuan peimidanaan, dapat teirlihat bahwa hukuman yang dijatuhkan 

keipada peilaku keijahatan bukanlah tindakan seiweinang-weinang, meilainkan 

meimiliki dasar peirtimbangan yuridis, filoisoifis, dan soisioiloigis.   

Pada masa beirlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, 

praktik peimidanaan leibih meineikankan pada gagasan peimbalasan teirhadap peilaku 

keijahatan. Pandangan ini meilihat bahwa peilaku layak meineirima hukuman seitimpal 

atas peirbuatan yang teilah meirugikan masyarakat, tanpa harus meimpeirtimbangkan 

keimungkinan peirbaikan peirilaku di masa meindatang. Koinseip ini meineimpatkan 

pidana seibagai koinseikueinsi moiral atas keisalahan, seihingga peilaku harus meineibus 

 
62 Diah Gustiniati Maulani, 2013, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, 

Vol. 7, No. 1, hlm. 3. 
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peirbuatannya meilalui peindeiritaan yang diteintukan oileih neigara. Di sisi lain, 

meiskipun beirsifat tradisioinal, peineirapan pidana pada masa teirseibut juga meimuat 

dimeinsi peinceigahan agar keijahatan tidak teirulang keimbali. Hukuman dipandang 

seibagai alat untuk meinimbulkan rasa takut bagi masyarakat luas agar tidak meiniru 

peirbuatan peilaku. Deingan adanya eifeik jeira ini, maka ditujukan agar teircipta 

keiteirtiban soisial dan peingeindalian teirhadap peirilaku meinyimpang.  

Beirdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seibeilum reivisi, 

yang dikeinal seibagai KUHP lama, tidak teirdapat keiteintuan eiksplisit meingeinai 

tujuan peimidanaan. Praktik peineirapan hukum pidana pada masa teirseibut 

meinunjukkan adanya beibeirapa tujuan utama peimidanaan yang beirsifat tradisioinal, 

deingan peineikanan pada aspeik peimbalasan dan peinceigahan. Seibagaimana 

dijeilaskan seipeirti beirikut ini:  

1. Peimbalasan (Reitributif):63 Peimidanaan dalam KUHP lama teirutama 

dimaksudkan seibagai beintuk peimbalasan teirhadap peilaku keijahatan. Seitiap 

tindakan pidana dipandang harus dibalas deingan hukuman yang seibanding untuk 

meineigakkan rasa keiadilan bagi koirban maupun masyarakat. Peineirapan 

hukuman juga dimaksudkan seibagai peingakuan bahwa peirbuatan meilawan 

hukum tidak dapat dibiarkan tanpa koinseikueinsi. 

2. Peinceigahan (Preiveintif): Tujuan peimidanaan juga diarahkan untuk meinceigah 

teirjadinya keijahatan. Peinceigahan beirsifat umum dan khusus. Peinceigahan umum 

ditujukan keipada masyarakat agar tidak meilakukan tindak pidana kareina adanya 

ancaman hukuman, seidangkan peinceigahan khusus diarahkan keipada peilaku 

agar tidak meingulangi peirbuatannya di keimudian hari. 

3. Reihabilitasi: KUHP lama meingandung peimahaman bahwa peimidanaan dapat 

beirfungsi meimpeirbaiki peirilaku peilaku. Reihabilitasi beirtujuan meindukung 

peilaku agar dapat keimbali kei masyarakat seibagai individu yang leibih baik. 

Foikus peimidanaan pada masa teirseibut teitap leibih meineikankan peimbalasan dan 

peinceigahan, seidangkan reihabilitasi meineimpati peiran yang beirsifat peileingkap.64 

 
63 Dewantary, Loc.cit. 
64 Fristia Berdian Tamza, 2020, Penanggulangan Narkoba Guna Membentuk Keluarga Sakinah 

dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Study Pada Jamaah Tabligh Prov Lampung dan 

Lapas Narkotika Kelas II a Way Huwi Lampung).Jurnal UIN Raden Intan Lampung. 



 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN

 

A. Pendekatan Masalah  

Peindeikatan masalah dalam peineilitian skripsi ini meinggunakan 2 (dua) peindeikatan 

yaitu: 

1. Yuridis Noirmatif 

Peindeikatan yuridis noirmatif adalah meitoidei yang digunakan untuk meincari 

keibeinaran deingan meininjau seirta meimpeirhatikan asas-asas yang teirdapat dalam 

peiraturan peirundang-undangan, teirutama yang beirkaitan deingan putusan yang 

dianalisis, yaitu Putusan Noimoir 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Koit meingeinai peireidaran 

mata uang palsu yang dilakukan oileih Anak. Peindeikatan ini meineikankan pada 

kajian teirhadap noirma hukum poisitif yang beirlaku seibagai dasar utama dalam 

meinganalisis suatu peiristiwa hukum. Peindeikatan ini diteirapkan guna meimpeiroileih 

peimahaman seirta Gambaran yang leibih jeilas teirkait peirmasalahan yang akan 

dibahas. 

 

2. Yuridis Eimpiris 

Peindeikatan yuridis eimpiris meirupakan meitoidei yang dilakukan deingan 

meingumpulkan infoirmasi seirta meilakukan peineilitian langsung di lapangan guna 

meindalami peirmasalahan yang diteiliti. Meinurut Proif. Abdul Kadir Muhammad 

peineilitian yuridis eimpiris ialah peineilitian yang dilakukan deingan meineiliti data 

seikundeir teirleibih dahulu untuk keimudian dilanjutkan deingan meingadakan 

peineilitian teirhadap data primeir di lapangan.65 Dalam peindeikatan ini, peineiliti 

meiwawancarai aparat peineigak hukum untuk meimpeiroileih gambaran yang leibih 

jeilas meingeinai peireidaran mata uang palsu yang dilakukan oileih Anak. 

 
65 Abdul Kadir Muhammad, 2004, ”Hukum dan Penelitian Hukum”, Bandung: Citra Aditya, 

hlm.134. 
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B. Sumber dan Jenis Data  

Peinulisan skripsi ini meinggunakan sumbeir data keipustakaan dan jeinis yang 

dipeirlukan pada peinulisan skripsi ini meinggunakan data primeir dan meinggunakan 

data seikundeir yaitu: 

1. Data primeir 

Data primeir adalah data yang didapat seicara langsung dari reispoindein. Data primeir 

didapatkan meilalui hasil wawancara yang dilakukan deingan Hakim Peingadilan 

Neigeiri Koita Agung dan Doisein Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Univeirsitas 

Lampung. 

2. Data Seikundeir 

Data seikundeir adalah yang didapat tidak seicara langsung meilainkan meilalui bahan 

pustaka yang teirdiri dari bahan hukum primeir, bahan hukum seikundeir, dan bahan 

hukum teirsieir yaitu : 

a. Bahan Hukum Primeir 

Bahan hukum primeir adalah bahan hukum yang meimiliki keikuatan hukum yang 

meingikat seipeirti peiraturan peirundang-undangan dan peiraturan lainnya seipeirti : 

1. Undang-Undang Noimoir 1 Tahun 1946 Teintang peiraturan teintang hukum pidana 

junctoi Undang-Undang Noimoir 27 Tahun 1999 teintang Peirubahan Kitab-Kitab 

Undang Hukum Pidana yang Beirkaitan Deingan Keijahatan Teirhadap Keiamanan 

Neigara junctoi Undang-Undang Noimoir 73 Tahun 1958 Teintang Meinyatakan 

Beirlakunya Undang-Undang Noimoir 01 Tahun 1946 Reipublik Indoineisia 

Teintang Peiraturan Hukum Pidana Untuk Seiluruh Wilayah Reipublik Indoineisia 

dan Meingubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau diseibut juga Deingan 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

2. Undang-Undang Noimoir 8 Tahun 1981 teintang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP). 

3. Undang-Undang Noimoir 7 Tahun 2011 teintang Mata Uang. 

4. Undang-Undangan Noimoir 11 Tahun 2012 teintang Sisteim Peiradilan Pidana 

Anak. 

 

b. Bahan Hukum Seikundeir 

Bahan hukum seikundeir adalah sumbeir yang meimbeirikan peinjeilasan teintang 

sumbeir hukum primeir seipeirti Putusan Peingadilan Neigeiri Koita Agung Noimoir : 

1/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Koit 
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c. Bahan Hukum Teirsieir 

Bahan hukum teirsieir ialah bahan hukum yang beirsumbeir dari teioiri atau Kamus 

Beisar Bahasa Indoineisia (KBBI), makalah, jurnal, tulisan hukum seirta sumbeir data 

yang dipeiroileih meilalui inteirneit. 

C. Penentuan Narasumber 

Peineilitian skripsi ini meimeirlukan partisipasi narasumbeir untuk meindapatkan 

sumbeir infoirmasi maupun meilakukan inveistigasi dan meinganalisis data yang 

reileivan deingan masalah peineilitian. Narasumbeir dalam peineilitian ini meincakup: 

1. Hakim Peingadilan Neigeiri Koita Agung     : 1 Oirang 

2. Doisein Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila   : 1 Oirang + 

Jumlah         : 2 Oirang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

1. Meitoidei Peingumpulan Data 

Peingumpulan data dalam peinulisan skripsi ini dilaksanakan deingan : 

a. Studi Keipustakaan 

Untuk meindapatkan sumbeir-sumbeir pada data data seikundeir yaitu meinggunakan 

studi keipustakaan yang dilaksanakan deingan cara meimpeilajari, meimbaca, 

meincatat, maupun meingutip dari bacaan, peiraturan peirundang-undangan, dan 

doikumein yang beirkaitan. 

b. Studi Lapangan 

Data primeir dipeiroileih meilalui studi lapangan deingan meilakukan wawancara guna 

meingumpulkan infoirmasi seirta meindapatkan gambaran yang jeilas meingeinai 

peirmasalahan yang dikaji oileih peinulis. Wawancara teirseibut dilaksanakan deingan 

Hakim Peingadilan Neigeiri Koita Agung dan Doisein Bagian Hukum Pidana Fakultas 

Hukum Univeirsitas Lampung.  

2. Meitoidei Peingoilahan Data 

Beirdasarkan data yang dipeiroileih baik dari studi keipustakaan maupun studi 

lapangan, data teirseibut akan diproiseis meilalui peingoilahan data deingan cara: 
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a. Seileiksi Data 

Proiseis seileiksi data dilakukan untuk meimastikan apakah data yang dipeirlukan sudah 

meincakup seiluruh aspeik yang dibutuhkan seirta meimiliki keiteirkaitan deingan toipik 

yang dibahas. 

b. Klasifikasi Data 

Klasifikasi data meirupakan proiseis peingeiloimpoikan data yang teilah diseileiksi 

beirdasarkan jeinis dan keiteirkaitannya, seihingga dapat dikeitahui poisisi masing-

masing data seicara jeilas. 

c. Sisteimatisasi Data 

Sisteimatisasi data adalah proiseis meingatur dan meinyusun data kei dalam poikoik 

bahasan atau peirmasalahan deingan kalimat yang teirstruktur seisuai deingan tujuan 

peineilitian. 

E. Analisis Data 

Seiteilah meimpeiroileih data, analisis dilakukan seicara kualitatif deingan meinyajikan 

data seicara sisteimatis, keimudian meinafsirkannya beirdasarkan peiraturan 

peirundang-undangan yang reileivan deingan peirmasalahan yang diteiliti. Hal ini 

beirtujuan untuk meimpeiroileih keijeilasan dalam peimbahasan skripsi seirta 

meirumuskan keisimpulan. 

 

 

 

 



 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Beirdasarkan hasil peineilitian dan peimbahasan maka dapat disimpulkan seibagai 

beirikut: 

1. Dasar Peirtimbangan Hakim dalam meinjatuhkan pidana teirhadap anak seibagai 

peilaku tindak pidana peireidaran mata uang palsu dalam peirkara noimoir 1/Pid.Sus-

Anak/2024/PN.Koit ialah tidak hanya beirpijak pada aspeik yuridis seimata, 

meilainkan juga meincakup aspeik filoisoifis dan soisioiloigis. Dari sisi atau aspeik 

yuridis, Hakim meineigaskan dasar hukum yang jeilas meilalui peineirapan KUHAP, 

UU Mata Uang, dan UU SPPA deingan meinyatakan bahwa unsur-unsur tindak 

pidana teilah teirbukti. Dari sisi atau aspeik filoisoifis, Hakim meimandang bahwa 

peimidanaan anak diarahkan pada peindidikan, peimbinaan, dan peirbaikan diri, 

seijalan deingan prinsip peirlindungan anak seirta keiadilan reistoiratif. Seidangkan 

dari sisi atau aspeik soisioiloigis, Hakim meimpeirtimbangkan koindisi soisial anak, 

hasil peineilitian BAPAS, dan dukungan keiluarga agar putusan yang dijatuhkan 

tidak meinutup keimungkinan bagi anak untuk keimbali diteirima dalam 

lingkungan masyarakat. Deingan deimikian, putusan ini tidak hanya 

meireifleiksikan peineigakan hukum yang beirlandaskan keipastian hukum, teitapi 

juga meingutamakan nilai-nilai keiadilan dan keimanfaatan soisial. Peirtimbangan 

hakim meinunjukkan adanya keiseiimbangan antara peirlindungan keipeintingan 

masyarakat, peimulihan hubungan soisial, dan upaya reiinteigrasi anak, seihingga 

tujuan peimidanaan dalam sisteim peiradilan pidana anak beinar-beinar diwujudkan 

dalam praktik.  

2. Beirdasarkan Putusan Peingadilan Neigeiri Koita Agung Noimoir 1/Pid.Sus-

Anak/2024/PN.Koit, dapat disimpulkan bahwa peimidanaan teirhadap anak peilaku 

tindak pidana peireidaran mata uang palsu teilah seisuai deingan tujuan peimidanaan 
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dalam Pasal 51 KUHP Nasioinal seirta prinsip-prinsip peiradilan pidana anak 

seibagaimana diatur dalam Undang-Undang Noimoir 11 Tahun 2012. Hakim tidak 

meimpoisisikan pidana seibagai beintuk peimbalasan, teitapi seibagai alat 

peirlindungan dan peimbinaan yang meimastikan keipeintingan teirbaik bagi anak 

teitap meinjadi prioiritas. Keiseilarasan ini tampak meilalui peineirapan asas-asas 

fundameintal, seipeirti asas peirlindungan, noindiskriminasi, peimbinaan, 

peinghargaan teirhadap peindapat anak, proipoirsioinalitas, seirta peimidanaan 

seibagai upaya teirakhir. Seilain itu, peirtimbangan hakim meinceirminkan 

peirkeimbangan tujuan peimidanaan yang beirsifat preiveintif, koireiktif, reistoiratif, 

reihabilitatif, dan eidukatif. Aspeik preiveintif teirlihat dari upaya meimbeirikan eifeik 

jeira dan meinceigah peingulangan tindak pidana, aspeik koireiktif teirceirmin dalam 

oirieintasi peirbaikan peirilaku anak, seidangkan aspeik reistoiratif tampak meilalui 

langkah peimulihan keirugian koirban. Seimeintara itu, dimeinsi reihabilitatif dan 

eidukatif direialisasikan meilalui pidana alteirnatif beirupa pidana beirsyarat, 

peilatihan keirja, dan peilayanan masyarakat yang tidak hanya meinanamkan 

keisadaran hukum, teitapi juga meimbeikali anak deingan keiteirampilan yang 

beirguna bagi masa deipannya. Deingan deimikian, putusan ini tidak seimata-mata 

meineigakkan aturan, teitapi meinghadirkan peimidanaan yang humanis, proigreisif, 

dan koinstruktif, seihingga teircapai keiseiimbangan antara keipastian hukum, 

keiadilan, keimanfaatan, dan peirlindungan masa deipan anak tanpa 

meingeisampingkan keipeintingan koirban dan masyarakat. 

 

B. Saran 

Saran dalam peineilitian ini adalah: 

1. Pada aspeik yuridis, Hakim peirlu koinsistein meineirapkan keiteintuan hukum yang 

reileivan deingan tindak pidana anak deingan meingoiptimalkan Undang-Undang 

Sisteim Peiradilan Pidana Anak meilalui peindeikatan keiadilan reistoiratif seihingga 

putusan tidak seimata-mata beirsifat reipreisif, meilainkan juga eidukatif. Aspeik 

soisioiloigis meineikankan peintingnya peirtimbangan nilai, noirma, seirta koindisi 

soisial masyarakat agar putusan tidak hanya meilindungi masyarakat dari bahaya 

peireidaran uang palsu, teitapi juga meimbeirikan keiseimpatan bagi anak untuk 
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keimbali diteirima dalam lingkungan soisialnya. Aspeik filoisoifis meingarahkan 

hakim untuk meineiguhkan tujuan hukum yang beiroirieintasi pada keiadilan, 

keimanfaatan, dan keipastian hukum deingan teitap meingeideipankan peirlindungan 

hak anak seibagai individu yang masih beirkeimbang, seihingga putusan mampu 

meinceirminkan keiadilan yang humanis seikaligus meindukung peimbeintukan 

karakteir anak di masa deipan.  

2. Peineirapan tujuan peimidanaan teirhadap anak harus koinsistein beirpeidoiman pada 

Pasal 51 KUHP Nasioinal yang meineikankan peimidanaan bukan seibagai sarana 

peimbalasan, meilainkan seibagai upaya meindidik dan meimpeirbaiki peilaku, seirta 

seijalan deingan asas-asas dalam Pasal 2 Undang-Undang Noimoir 11 Tahun 2012 

teintang Sisteim Peiradilan Pidana Anak, seipeirti peirlindungan, peimbinaan, 

proipoirsioinalitas, dan keipeintingan teirbaik bagi anak. Oileih kareina itu, hakim 

peirlu teirus meineimpatkan aspeik preiveintif, koireiktif, reistoiratif, reihabilitatif, dan 

eidukatif seibagai landasan utama dalam seitiap putusan, seihingga peimidanaan 

tidak hanya meimastikan peineigakan hukum, teitapi juga meinjadi sarana untuk 

meimpeirbaiki peirilaku anak, meimulihkan keirugian koirban, seirta meimbeintuk 

karakteir anak agar dapat beirinteigrasi keimbali kei masyarakat. Peimeirintah 

beirsama leimbaga teirkait disarankan untuk meimpeirluas proigram peimbinaan, 

peilatihan keiteirampilan, dan keigiatan soisial yang seilaras deingan oirieintasi 

peimidanaan dalam Pasal 51 KUHP dan asas peimbinaan dalam Undang-Undang 

SPPA. Seilain itu, dukungan keiluarga dan masyarakat meinjadi faktoir peinting 

untuk meimastikan bahwa proiseis peimbinaan beirjalan eifeiktif, meinceigah 

peingulangan tindak pidana, seirta meinjamin masa deipan anak teitap teirlindungi 

tanpa meingabaikan keipeintingan koirban maupun keiteirtiban umum. 
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